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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز ẓai z zet 
ش sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
 xii 
 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ِ ha h ha 
ء hamzah ʼ apostof 
ً ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى fatḥah dan yā‟ ai a dan i 
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َْو ى fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َفَْ  ك     : kaifa 
 َلْو ه     : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 َى...َ|  َا... fatḥah dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā‟ ī i dan garis di atas 
وى ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتا  ي : māta 
ي  ي  ر : ramā 
 َمَْ ِل : qīla 
َُتْو ًُ  ٍ : yamūtu 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan ha (h). 
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Contoh: 
َِلا فْط لأاَُة  ضْو  ر : rauḍah al-atfāl 
َْن اَُة هِضا فْناَُة ٍُْ ِد  ً  : al-madīnah al-fāḍilah 
َُة  ً ْكِحْن ا  : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  
Contoh: 
ا َُّب  ر : rabbanā 
ا ُ َْ َّج َ : najjainā 
 َك  حْن ا : al-ḥaqq 
 َى ُِّعَ : nu”ima 
 َُود ع : „aduwuun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (َّيِى),َmaka ia ditransliterasiَseperti huruf maddahَmenjadi ī. 
Contoh: 
 َيِه ع : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َيِب  ر ع : „Arabī (bukan, „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‟arifah). Dalam pedomanَ transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 
َُص ًْ َّشن ا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)  
َُة ن  سْن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َُة ف سْه فْن ا : al-falsafah 
َُد  َلاناِبْن ا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ٌَ ْوُرُْيأ ت : ta‟murūna 
َُعْوَُّن ا : al-nau‟ 
 َء ٌْ  ش : syai‟un 
َُتْرُِيأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َِااللَ ٍُ ٍْ ِد dīnullāh َِللاِب billāh 
Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َِااللِة  ً ْح  رَ ٌْ ِفَُْىه hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 xvii 
 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Dalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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ABSTRAK 
Nama  : Amri Islamuddin 
NIM  : 10200115019 
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) 
Judul  : Konsep Diskresi Pejabat Pemerintah (Telaah Ketatanegaraan   
     Islam) 
 
Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan dan menganalisis 
konsep diskresi dalam ketatanegaraan Islam, 2) memahami kerangka dan produk 
diskresi dalam ketatanegaraan Islam, dan 3) menganalisis penerapan diskresi 
dalam ketatanegaraan Islam. 
Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan 
mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content 
analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan 
masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. Penelitian ini 
dalam rangka mengkaji dan menelaah konsep diskresi dalam perspektif 
ketatanegaraan Islam, hal mana penerapan diskresi memiliki padanan dengan 
kegiatan ijtihad dan kaidah fikih ad-Dharūrah dalam suatu pemerintahan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Konsep diskresi dalam 
ketatanegaraan Islam pada prinsipnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal 
ini dapat dilihat dari kerangka tujuan konsep negara kesejahteraan (welfare state) 
dengan siyasah dusturiyah sebagai salah satu objek kajian fikih siyasah, yang 
mengupayakan penyelenggaraan negara dapat berjalan sesuai peruntukannya, 
yaitu menjaga ketertiban, memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin, 
serta menyejahterakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, 2) Ijtihad dalam 
format diskresi yang dilakukan merupakan bentuk penetapan hukum yang digali 
atas inisiatif sendiri dan atas pertimbangan serta kebijaksanaan yang tidak terpaku 
pada ketentuan nash, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi yang 
melatarbelakanginya, dapat diartisamakan dengan bentuk dari konsep dan 
penerapan diskresi pada umumnya. 
Implikasi atau tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu untuk 
membuat dan menetapkan peraturan kebijakan, pejabat pemerintah harus 
senantiasa berpegang teguh pada asas legalitas, sebagai prinsip yang fundamental 
dalam kehidupan masyarakat. Apabila diserahi kewenangan secara bebas, dalam 
hal ini penggunaan diskresi, maka seyogiyanya pejabat pemerintah tetap 
menjadikan asas legalitas sebagai petunjuk dalam menggunakan kekuasaan 
diskresi, agar peruntukannya sesuai dengan maksud diterapkannya, yaitu untuk 
mencapai kesejahteraan umum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Suatu negara memiliki peran yang sentral dalam mewujudkan kesejahteraan 
kepada warganya secara komprehensif, universal, dan non diskriminasi. Namun 
dalam perjalanannya, terjadi diskursus pemikiran di masyarakat khususnya di 
kalangan akademisi terkait dinamika negara dan pemerintahan. Dimana 
pemaknaan negara yang menerbitkan sekumpulan aturan dan kebijakan 
merupakan wilayah yang masih abstraktif, sedangkan yang dapat dilihat secara 
konkret adalah pemerintah yang mampu menggerakkan dan bertindak dalam 
melakukan perbuatan hukum. Negara dipandang sebagai wadah penyelenggaraan 
pemerintahan dan penyaluran pelayanan publik. 
Secara yuridis, perbedaan negara dan pemerintah dapat dilihat dari 
perbedaan yang mendasar, dimana negara adalah sebuah badan (lichaam, body) 
dan pemerintah sebagai alat kelengkapan negara (organ). Menurut Bagir Manan,1 
dalam situasi yang konkret dan sehari-hari, hampir tidak pernah dibedakan antara 
negara dan pemerintah. Kedua istilah tersebut sering dipergunakan secara silih arti 
(interchangeable) tanpa diperhatikan dan disadari perbedaannya. 
Perbedaan yang terjadi antara negara dan pemerintah, tidak semata-mata 
menjadi doktrin untuk memisahkan satu sama lain. Sebab negara tanpa 
pemerintah tidak mungkin berjalan sesuai fungsinya, begitu pun kita memahami 
bahwa pemerintah adalah alat negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. 
                                               
1Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, 
Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan (Cet. II; Malang: 
Setara Press, 2016), h. 3. 
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Berangkat dari hal tersebut, tentunya memberikan dinamika terkait 
penerapan hukum dan kebijakan publik yang terjadi pada suatu negara. Dalam 
suatu negara yang berkedaulatan hukum,2 segala sesuatu yang berhubungan 
dengan penyelenggaraan tugas-tugas negara, harus berlandaskan dan berdasarkan 
hukum yang berlaku sebagai ukuran suatu perbuatan atau tindakan, baik yang 
telah sesuai maupun yang tidak sejalan dengan ketentuan yang telah disepakati 
dan ditetapkan bersama. 
Atas dasar itu, dapat diterangkan secara sumir bagaimana pelaksanaan 
hukum dan kebijakan publik merupakan bagian operasional negara hukum. 
Berkaitan dengan negara hukum, Plato dalam gagasannya mengenai negara 
hukum megungkapkan ketika menulis nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang 
dibuatnya, sementara dalam tulisannya tentang politeia dan politicos, belum 
muncul istilah negara hukum. Dalam nomoi, Plato mengemukakan bahwa 
penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum 
yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum tersebut dipertegas oleh 
muridnya, Aristoteles yang menuliskannya dalam buku politica. Aristoteles 
berpandangan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan 
konstitusi dan berkedaulatan hukum.3 
Konsep negara hukum pada mulanya tumbuh dan berkembang secara 
partikular dengan istilah dan makna yang berbeda-beda mengikuti tradisi negara-
negara. The rule of law dipandang sebagai istilah yang mewakili tradisi Anglo 
Saxon, sementara di negara-negara Eropa digunakan istilah rechtstaat.4 Meski 
                                               
2Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, 
Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan, h. 1. 
3Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Cet. XII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2. 
4Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 
2016), h. 12.  
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kedua istilah tersebut sama-sama diartikan sebagai negara hukum, namun pada 
hakikatnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana 
dinyatakan oleh Roscoe Pound, bahwa rechtstaat memiliki karakter administratif, 
sedangkan rule of law berkarakter yudisial.5 Walaupun keduanya terdapat 
perbedaan secara signifikan, namun dalam perkembangannya sekarang tidak lagi 
dipermasalahkan mengenai perbedaan antara keduanya. Pada dasarnya, kedua 
konsep tersebut mengacu pada sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.6 
Inti dari konsep negara hukum formal adalah asas legalitas. Definisi formal 
ini adalah prasyarat minimal suatu negara dapat menyatakan diri sebagai negara 
berdasar asas negara hukum. Pengertiannya secara substantif, konsep negara 
hukum mencakup “reference to fundamental rights, democracy, and/or criteria of 
justice or right.”7 
Kontekstualisasi makna negara hukum oleh negara Indonesia dapat dilihat 
dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum (rechtstaat), bukan 
negara kekuasaan (machtstaat). Sebagai negara yang berdasarkan hukum,8 maka 
setiap bentuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan haruslah berlandaskan 
pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur). 
Negara hukum yang telah ada sejak abad pertengahan, tidak serta merta 
dikaitkan dengan paham liberalisme. Sehingga, perlu dipandang secara cermat dan 
kritis bahwa negara hukum dibangun menurut prinsip-prinsip demokrasi. Secara 
                                               
5Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, 
Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan, h. 2. 
6Yuswalina dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara di Indonesia (Malang: Setara Press, 
2016), h. 31. 
7Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 14.   
8Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 17. 
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konseptual, hukum bukan untuk ditafsirkan dan ditetapkan berdasarkan kekuasaan 
belaka, melainkan ditegakkan dengan mengacu pada prinsip demokrasi yang telah 
tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Atas dasar itu, perlu ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan 
negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische 
rechtstaat).9 
Berkaitan dengan hal tersebut, ditemukan korelasi antara negara hukum 
yang bersandar pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan 
prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam 
sistem demokrasi, segala bentuk aktivitas negara bertumpu pada sebesar-besarnya 
kepentingan rakyat. Sehingga dapat diasumsikan bahwa keterkaitan negara hukum 
dan demokrasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana 
munculnya preskripsi bahwa demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan 
bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. 
Sementara itu, Magnis Suseno menyebutkan bahwa demokrasi merupakan 
cara yang paling aman untuk menjadi kontrol atas negara hukum.10 Menurut 
Abdurrahman Wahid, bahwa ada tiga nilai pokok demokrasi yaitu, keadilan, 
kebebasan dan musyawarah.11Oleh sebab itu, negara hukum yang bersandar pada 
sistem demokrasi kemudian disebut sebagai negara hukum demokratis yang 
substansinya mengkoordinir prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. 
Dewasa ini, negara-negara di dunia setelah perang dunia kedua atau awal 
abad ke-20, mulai menganut ajaran negara hukum yang disebut negara 
                                               
9Backy Krisnayuda, Pancasila & Undang-Undang; Relasi dan Transformasi Keduanya 
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), h. 26. 
10Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 8. 
11Usman, “Islam dan Politik; Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia”, al-
daulah Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan 6, no. 1 (Juni 2017): h. 81. 
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kesejahteraan (welfare state). Ajaran ini muncul sebagai antitesa terhadap tipe 
negara sebelumnya yang disebut negara penjaga malam atau “nachtwachterstaat”. 
Dimana dalam konsep negara penjaga malam,12 ada prinsip staatsonthouding 
yaitu membatasi peranan negara dan pemerintah dalam aspek politik dengan 
merujuk pada dalil “the least government is the best government”. Selain itu, juga 
terdapat prinsip “laissez faire, laissez aller” yang melarang negara dan 
pemerintah untuk turut campur terhadap kehidupan ekonomi masyarakat 
(staatsbemoeienis). Pembatasan tersebut sering dikaitkan sebagai bentuk netralitas 
pemerintah untuk tidak masuk secara mendalam di segala lini kehidupan 
masyarakat. Namun dalam kenyataannya, netralitas yang dijadikan alasan 
tersebut, justru merusak citra integritas dari pemerintah. 
Berdasarkan historikal tersebut, maka konsep negara kesejahteraan (welfare 
state) memberikan spirit baru bahwa negara dan pemerintah tidak hanya bertugas 
untuk menertibkan dan memberi rasa aman bagi warganya, tetapi juga menjadi 
poros utama dalam mengemban tanggung jawab dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan umum (bestuurszorg) dan keadilan sosial, serta sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. 
Di negara Indonesia, konsep negara kesejahteraan (welfare state) 
merupakan cita-cita bangsa yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-IV, yaitu untuk 
memajukan kesejahteraan umum. Redaksi kalimat “kesejahteraan umum” menjadi 
preskripsi bahwa Indonesia hendak dibentuk menjadi suatu negara yang menganut 
ajaran konsep welfare state. Atas dasar itu, untuk mengaktualisasikan 
kesejahteraan umum yang dapat dirasakan oleh warga negara, termasuk dalam hal 
pelayanan publik, maka pejabat pemerintah melalui administrasi negara diberikan 
                                               
12Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 14. 
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kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum. 
Pemberian kewajiban ini bukan tanpa alasan, hal ini merupakan konsekuensi logis 
dianutnya negara kesejahteraan, sehingga dipandang perlu untuk memberikan 
kepercayaan kepada pejabat pemerintah melalui kewenangan yang diberikan. 
Namun, seiring kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan berbagai 
gejala-gejala yang timbul secara tiba-tiba, hal mana membutuhkan tindakan 
penyelesaian yang sesegera mungkin, maka diperlukan ruang kebebasan dan 
kemerdekaan kepada pejabat pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri 
dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat 
kompleksitas. 
Pemberian kebebasan kepada pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan 
hukum, sejatinya tidak bertentangan dengan lapangan hukum administrasi negara, 
dimana salah satu asas yang berlaku dalam ruang lingkup hukum administrasi 
negara adalah asas kebebasan, yaitu kepada badan-badan administrasi negara 
diberikan kebebasan dalam menyelesaikan masalah yang sifatnya menyangkut 
kepentingan umum, yang kemudian dikenal dengan istilah asas freies ermessen 
atau discretionary of power. 
Secara sumir atau ringkas, diskresi dimaknai sebagai sebuah tindakan yang 
dilakukan oleh pejabat pemerintah tanpa harus terikat pada undang-undang secara 
menyeluruh. Hakikatnya adalah kekuasaan bebas, dimana tindakan tersebut tidak 
lagi dijalankan menurut atau mengikuti pertimbangan peraturan perundang-
undangan. Meski demikian, penerapan diskresi hanya digunakan secara 
kontekstual dan diberikan batasan ruang demi penggunaan secara tepat, guna 
menghindari pemaknaan negatif terkait penyalahgunaan wewenang (detournement 
de pouvoir), sampai kepada isu maraknya tindak pidana korupsi. 
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Dalam wilayah definitif, masyarakat yang memahami diskresi secara 
legalistik cenderung menjadikan diskresi sebagai asas yang negatif dan 
bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip negara hukum, yang menuntut 
setiap tindakan subjek hukum, termasuk pejabat pemerintah atau badan 
administrasi negara, harus sesuai dan atau berdasarkan undang-undang yang telah 
diatur sebelumnya. Pemikiran ini timbul atas kekhawatiran dan pengalaman yang 
pernah dialami oleh masyarakat, bagaimana pejabat pemerintah menggunakan 
kebebasannya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dalam hal ini, 
pejabat pemerintah cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir) yang imbasnya merugikan dan melemahkan 
kesejahteraan warga negara. 
Atas dasar itu, penulis hendak membahas dan mengkaji bagaimana konsep 
diskresi yang diberikan kepada pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan dan 
memecahkan segala kontroversi dan pandangan negatif terkait diskresi dalam 
pemberlakuannya pada asas legalitas. Selain itu, penulis juga ingin menelaah 
bagaimana sistem ketatanegaraan Islam memandang konsepsi diskresi dengan 
mencoba menghubungkan konsepsi ijithad sebagai salah satu sumber hukum 
Islam. 
Ijtihad merupakan pengerahan segala daya nalar secara optimal yang 
dilakukan oleh para mujahid yakni orang yang telah memiliki kapasitas keilmuan 
yang mumpuni. Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha untuk mengambil suatu 
keputusan hukum yang tidak secara terang dan jelas disebutkan di dalam al-
Qur‟an dan hadis. Apalagi dalam hidup yang semakin kompleks, masalah-masalah 
dan fenomena-fenomena kontemporer yang terjadi di masyarakat, membutuhkan 
penyelesaian segera dan penyelesaian itu tidak diatur secara eksplisit di dalam al-
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Qur‟an dan hadis, maka dari itu diperlukan suatu pengambilan keputusan dengan 
menggunakan sumber hukum ijtihad. 
Meskipun ijtihad merupakan model penggalian dan penemuan dalam hukum 
Islam untuk menjawab tantangan zaman, namun kegiatan ijtihad ini pada dasarnya 
tidak menyimpang dari al-Qur‟an dan hadis sebagai sumber hukum tertinggi 
dalam Islam. Di dalam al-Qur‟an, ada beberapa dalil yang menjadi spirit terhadap 
perintah melakukan ijtihad, yaitu dalam QS al-Nisā‟/4: 83, QS al-Nisā‟/4: 105, QS 
al-Nahl/16: 43, dan QS. al-Anbiyā‟/21: 7. Dasar hukum kegiatan ijtihad juga 
terdapat dalam hadis Rasulullah saw. yang artinya, “Apabila seorang Hakim 
berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala, tetapi bila berijtihad lalu keliru, 
maka baginya satu pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim). 
Atas dasar itu, penulis akan mengkaji bagaimana kedudukan konsep diskresi 
dalam ketatanegaraan Islam dengan menelaah konsepsi ijtihad, yang model 
penerapannya memiliki keterkaitan dengan konsep diskresi, yaitu pengambilan 
keputusan atas inisiatif sendiri, tanpa terpaku secara kaku pada ketentuan yang 
telah berlaku sebelumnya. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan merujuk 
pada konsep diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan menelaah 
aspek ketatanegaraan Islam. 
Atas dasar itu, dirumuskan masalah pokok dalam skripsi ini, yaitu 
bagaimana konsep diskresi pejabat pemerintah (telaah ketatanegaraan Islam). Dari 
masalah pokok tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana konsep diskresi dalam ketatanegaraan Islam? 
2. Bagaimana kerangka dan produk diskresi dalam ketatanegaraan Islam? 
3. Bagaimana penerapan diskresi dalam ketatanegaraan Islam? 
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C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk mengetahui secara eksplisit dan dapat dipahami makna kata yang 
terkandung dalam judul, berikut dijelaskan beberapa kata pada judul yang 
kemungkinan dapat mengandung makna lain dan menimbulkan pemahaman yang 
keliru terhadap pembaca. 
1. Konsep, yaitu rancangan atau buram surat dan sebagainya. Ide atau 
pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Selain itu, konsep juga 
didefinisikan sebagai gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang 
ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal 
lain.13 
2. Diskresi, yaitu Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapan dan/atau 
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret 
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan 
perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak 
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.14 
Diberikannya diskresi kepada pemerintah, berkenaan dengan fungsi 
pemerintah atau administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan 
umum yang pada dasarnya berbeda dengan fungsi kehakiman dalam 
menyelesaikan sengketa antar penduduk.15 
                                               
13https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep, diakses tanggal 01 Juli 2019. 
14Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan, bab I, pasal 1 angka 9. 
15Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Permata Aksara, 2016), h. 62. 
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3. Pejabat Pemerintah, yaitu pejabat pemerintah pusat atau pejabat daerah 
otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.16 
4. Telaah, diartikan sebagai suatu penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan 
penelitian.17 
5. Ketatanegaraan Islam, sistem yang pada umumnya di terapkan di negara-
negara bagian timur tengah, dengan mengkodifikasikan tata hukumnya 
dengan hukum Islam.18 
 
D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dibahas dan dikaji dalam skripsi ini, yaitu konsep 
diskresi pejabat pemerintah (telaah ketatanegaraan Islam). Atas dasar itu, agar 
pembahasan lebih fokus pada pokok kajian, maka dilengkapi dengan beberapa 
literatur-literatur yang memiliki relevansi dan hubungan yang berkaitan dengan 
pembahasan yang dimaksud, yaitu sebagai berikut: 
1. Krishna Djaya Darumurti dalam bukunya Diksresi Kajian Teori Hukum. 
Buku ini membahas mengenai dasar teoretis yang bersifat pra-pemahaman 
terhadap konsep kekuasaan diskresi, landasan filosofisnya (philosophical 
underpinning), asas-asas hukum yang menjadi landasan kekuasaan diskresi, 
dan batasan hukum yang berlaku terhadap kekuasaan diskresi. Atas dasar 
itu, pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini belum pernah 
dibahas oleh penulis dalam bukunya, yaitu mengenai konsep diskresi yang 
                                               
16Dzulkifli Umar dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary of Law (Surabaya: Grahamedia 
Press, 2012), h. 324. 
17https://www.kbbi.co.id/arti-kata/telaah, diakses tanggal 12 Februari 2019. 
18https://www.kompasiana.com/hidayat21/konstitusionalisme-hukum-islam-dalam-
ketatanegaraan-indonesia, diakses tanggal 01 Juli 2019. 
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dilakukan oleh pejabat pemerintah atau badan administrasi negara dalam 
kaitannya dengan ketatanegaraan Islam. Meskipun ada beberapa poin yang 
telah dibahas oleh penulis dalam bukunya, namun pendekatan dan 
apradigma yang digunakan untuk meneliti pokok masalah tersebut akan 
berbeda. 
2. Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara. Buku ini 
menyajikan konsepsi negara hukum, ruang lingkup hukum administrasi 
negara, kedudukan dan kewenangan pemerintah, berbagai instrumen 
pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan perlindungan 
hukum serta pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara. Buku 
ini hanya membahas dasar-dasar pokok tentang hukum administrasi negara, 
namun tidak membahas secara spesifik bagaimana keterkaitan dan respon 
dari asas legalitas sebagai produk negara hukum terhadap konsep diskresi 
dan bagaimana seharusnya diskresi dalam konsep negara kesejahteraan 
(welfare state). Inilah yang kemudian akan digali dalam skripsi ini terkait 
perbedaan penelitian yang ada di dalam buku ini. 
3. Nomensen Sinamo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara. Isi materi 
dari buku ini tidak jauh berbeda dengan buku yang ditulis oleh Ridwan HR, 
yakni menjelaskan konsep dasar tentang hukum administrasi negara. Buku 
ini dilengkapi dengan berbagai aspek dari hukum administrasi negara, 
seperti hukum administrasi kependudukan, hukum administrasi 
kelembagaan ombudsman, dan hukum administrasi lalu lintas dan angkutan 
jalan. Namun dalam buku ini tidak menyajikan secara jelas bagaimana 
penerapan diskresi terhadap asas legalitas yang berlaku dan hanya berfokus 
pada konsep pelayanan publik yang tidak diimbangi dengan penjelasan 
secara eksplisit tentang konsep negara kesejahteraan, sedangkan dalam 
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skripsi ini, penulis ingin mengungkap bagaimana kedudukan diskresi dalam 
wilayah negara hukum dengan melihat implemetasinya dalam model 
pelayanan publik sebagai ukuran dari negara kesejahteraan. 
4. Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi dalam bukunya Hukum dan 
Kebijakan Publik. Buku ini menyajikan isu-isu tentang negara, demokrasi 
dan hukum dalam memproduksi kebijakan publik, maupun para pengambil 
keputusan baik di bidang eksekutif maupun legislatif. Buku ini dilengkapi 
dengan undang-undang yang berkaitan dengan kebebasan informasi publik 
dan pelayanan publik. Buku ini berfokus pada konsepsi hukum dan 
kebijakan publik, dimana salah satunya dijelaskan tentang konsep welfare 
state dan pelaksanaan pelayanan publik. Asas diskresi tidak menjadi 
parameter dalam sajian buku ini, termasuk hubungan konsep asas legalitas 
dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state), padahal dalam skripsi 
ini, pembahasan tersebut menjadi topik utama dalam membangun 
argumentasi-argumentasi terkait penerapan diskresi. 
5. Usman Jafar dalam bukunya Fiqih Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah 
dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam. Buku ini menyajikan secara umum 
tentang praktik ketatanegaraan Islam dari masa ke masa, ajaran yang 
berkaitan dengan konsepsi ketatanegaraan Islam dan berbagai pemikiran-
pemikiran tokoh pada ketatanegaraan Islam. Namun, dalam buku ini belum 
dijelaskan secara eksplisit tentang penggalian hukum dengan metode ijtihad 
dan pra-pemahaman tentang diskresi sebagai asas kebebasan bertindak oleh 
pejabat pemerintah. 
6. Misbahuddin dalam bukunya Usul Fiqih: Studi Kaidah Lughawiyah 
Kedudukan Hukum, Prioritas, dan Pengembangannya. Buku ini menyajikan 
secara umum terkait konsep ushul fiqih, mulai dari penjelasan tentang 
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kaidah lughawiyah, am dan khas, amr dan nahy, muthlaq dan muqayyad, 
lafadz dzahir dan lafadz khafy dan berbagai kaidah-kaidah fiqih lainnya. 
Selain itu, dalam buku ini diterangkan secara eksplisit konsepsi ijtihad, 
seperti pengertian ijtihad, pembagian, syarat-syarat, dan tingkatan mujtahid. 
Namun dalam buku ini, belum menjelaskan bagaimana penerapan ijtihad 
dalam kehidupan yang kompleks dan isu-isu kontemporer yang 
membutuhkan penyelesaian segera, serta belum adanya penjelasan yang 
responsif terkait freies ermessen dalam konsep ijtihad. 
7. Muhammad Shuhufi dalam bukunya Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam. 
Buku ini memuat tentang bagaimana urgensi ijtihad dalam Islam, metode-
metode yang diterapkan dalam berijtihad, kriteria para mujtahid, dan 
formulasi metode ijtihad serta strategi pengaplikasiannya. Dalam buku ini 
juga menjawab bagaimana ijtihad dihubungkan dengan kompleksitas 
permasalahan umat dengan memberikan ilustrasi dan contoh kasus 
problematika ijtihad kontemporer. Hanya saja, dalam buku ini belum 
mengaitkan dengan ijtihad yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara 
dalam melakukan dan memutuskan suatu keputusan.  
8. Abdul Wahid Haddade dalam bukunya Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid 
al-Syariah. Buku ini menyajikan bagaimana konsepsi ijtihad berbasis 
maqasid al-syariah dengan memformulasikan dengan konsep ijtihad 
berbasis maqasid al-syariah Ibnu Asyur. Buku ini dilengkapi dengan wacana 
hukum Islam kontemporer dan relevansi serta implementasi ijtihad berbasis 
maqasid al-syariah.  
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E. Metodologi Penelitian 
Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang bersifat sistematis, 
terkendali, empiris, teliti, dan kritis terhadap fenomena-fenomena guna mencari 
suatu fakta-fakta, teori baru, hipotesis, dan kebenaran, dengan menggunakan 
langkah-langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu 
masalah.19 
Metodologi penelitian digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk 
melakukan penelitian. Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, 
mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan.20 Kegiatan 
penelitian tersebut harus bersifat rasional, yaitu dilakukan dengan cara-cara yang 
dapat diterima oleh akal, sehingga dapat dijangkau oleh nalar manusia. Selain itu, 
penelitian juga dapat dilakukan melalui indera manusia, sehingga orang lain pun 
dapat mengamatinya. Proses yang dilakukan dalam penelitian hendaknya 
menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Metode penelitian 
berkaitan dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.21 
Agar penelitian dapat terlaksana secara maksimal, maka penelitian 
menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Ada yang 
diklasifikasikan berdasarkan jenis dan analisisnya, berdasarkan tujuannya, 
berdasarkan metode, berdasarkan tingkat eksplanasi, berdasarkan pendekatan, 
                                               
19V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami 
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 3.  
20Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: 
Alfabeta, 2017), h. 25. 
21V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, 
h. 5. 
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berdasarkan pengembangannya, dan masih banyak lagi jenis-jenis 
pengklasifikasian penelitian. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (library 
research). Metode penelitian pustaka merupakan metode penelitian yang 
memerlukan olahan filosofis dan teoritis dibandingkan dengan pengujian empiris. 
Metode pustaka menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, 
laporan pemerintah, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
filosofis, pendekatan yuridis-formal, dan pendekatan teologis-normatif. 
a. Pendekatan Filosofis 
Pendekatan filosofis merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan 
menyusun data yang diperlukan bagi suatu penelitian. Pendekatan filosofis 
memberikan upaya untuk memahami kerangka agama secara mendalam, 
sistemik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, 
atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. 
b. Pendekatan Yuridis-Formal 
Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini 
dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-
buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
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c. Pendekatan Teologis-Normatif (syar‟ī) 
Pendekatan teologis berarti pendekatan kewahyuan atau pendekatan keyakinan 
peneliti itu sendiri. Dimana agama tidak lain merupakan hak prerogatif Tuhan. 
Realitas sejati dari agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh masing-
masing agama. Pendekatan seperti ini biasanya dilakukan dalam penelitian 
suatu agama untuk kepentingan agama yang diyakini peneliti tersebut untuk 
menambah pembenaran keyakinan terhadap agama yang dipeluknya itu. 
 
3. Sumber Data 
Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, penyusun melakukan penelitian 
yang bersumber dari kepustakaan data dalam rangka pengumpulan data. Adapun 
sumber data yaitu membaca dan mengkaji literatur-literatur buku yang relevan 
dengan masalah pokok dan sub masalah. Selain itu, penyusun menggunakan 
metode dokumentasi dengan mencari data berupa catatan, transkrip, artikel, 
laporan pemerintah, buku-buku, salinan dan naskah asli, surat kabar, majalah dan 
sebagainya dengan tetap merujuk pada keterkaitan dalam pembahasan skripsi ini. 
Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), 
maka data primer selanjutnya disebut sebagai data yang diperoleh dari responden 
melalui kuesioner, kelompok fokus, panel, atau juga data hasil wawancara tidak 
digunakan. Umumnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka 
(library research) adalah data sekunder (secondary data) yaitu data yang 
didapatkan dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-
buku sebagai teori, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder 
ini tidak perlu diolah lagi. Data sekunder yang digunakan terdiri atas sumber 
hukum primer dan sumber hukum sekunder. 
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Bahan hukum primer, yaitu berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Perundang-undangam, Buku Hukum 
Administrasi Negara, Buku Hukum Tata Negara Islam, Buku Kebijakan Publik, 
Buku Hukum Islam, Media Cetak, maupun sumber bacaan lainnya yang terkait. 
Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari kamus, website, skripsi, jurnal 
dan lain sebagainya. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah library research, 
yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan literatur yang relevan dan 
berkaitan dengan masalah pokok dan sub-sub masalah dari penelitian yang dimuat 
dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut: 
a. Kutipan langsung, yaitu berupa kutipan kalimat dari sumber data tanpa adanya 
pengurangan ataupun tambahan sedikit pun kalimat. 
b. Kutipan tidak langsung, berupa kutipan yang kalimatnya dari sumber data yang 
dikumpulkan telah ditambahkan dan ataupun dikurangi dengan menggunakan 
kalimat peneliti sendiri tanpa mengurangi substansi dari kutipan yang diambil. 
 
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Pengolahan data dilakukan melalui suatu usaha pencarian dan penyusunan 
secara sistematis data yang didapatkan dari hasil bacaan, catatan khusus data 
orisinil, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan ditelaah dengan 
mudah dan hasilnya dapat menjadi bahan informasi untuk orang lain. Adapun 
analisis data, dilakukan untuk memilih segala sesuatu yang dianggap penting 
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untuk dikaji dan dipelajari, dan kemudian menarik sebuah kesimpulan. Teknik 
pengolahan data yang dilakukan oleh penyusun yaitu: 
a. Identifikasi, yaitu suatu pengelompokan atau mencocokkan sumber data yang 
memiliki keterkaitan antara judul skripsi yang diteliti oleh penulis. 
b. Reduksi, yaitu adanya pemilihan data yang relevan dengan substansi yang 
hendak dibahas, agar penulis mendapatkan sinkronisasi dengan materi yang 
hendak diteliti, sehingga penulisan skripsi menjadi lebih efektif dan mudah 
dipahami oleh pembaca. 
c. Editing, merupakan suatu proses pemeriksaan data dengan hasil penelitian 
untuk dapat mengetahui relevansi dengan pembahasan judul yang dilakukan 
oleh peneliti, sehingga pokok permasalahan yang diangkat dapat terjawab, dan 
data yang diperoleh dapat diperiksa dalam mengetahui kekurangan dan 
kesalahan dalam penelitian tersebut. 
Analisis data adalah suatu data yang telah tersedia lalu diolah menggunakan 
data statistik, guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Jadi, teknik 
analisis data diartikan sebagai model untuk melaksanakan analisis terhadap data, 
untuk menjawab rumusan masalah. Adapun bentuk analisis data, yaitu: 
a. Analisis deskriptif, yaitu usaha mengumpulkan dan menyusun data, kemudian 
dilakukan analisis terhadap data tersebut. Laporan penelitian berupa kutipan-
kutipan data dan pengolahan data guna memberikan gambaran dalam 
menyajikan laporan tersebut. 
b. Content analysis adalah analisis isi, dimana data dianalisis menurut isinya. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah menjawab 
dan memecahkan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 
a. untuk mengetahui dan memahami konsep diskresi dalam ketatanegaraan Islam; 
b. untuk menjelaskan secara eksplisit tentang kerangka dan produk diskresi dalam 
ketatanegaraan Islam; 
c. untuk mengkaji dan menelaah penerapan diskresi dalam ketatanegaraan Islam. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi teoritis, 
diantaranya: 
1) Memberikan manfaat dan kontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, 
khususnya dalam bidang ilmu administrasi negara; 
2) Memberikan konsep pemikiran terkait konsep diskresi (kebebasan 
bertindak) sebagai asas kebebasan yang sah, agar pejabat pemerintah atau 
badan administrasi negara dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya 
sesuai aturan yang berlaku, demi kepentingan serta kesejahteraan umum 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945. 
 
b. Kegunaan Praktis 
1) Memberikan dukungan dan dorongan sepenuhnya atas upaya-upaya 
kreatif dan inovatif pemerintah, dengan dasar itikad baik dalam 
mengeluarkan peraturan kebijaksanaan, sebagai bentuk penyelenggaraan 
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pemerintahan yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat; 
2) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dan atau pejabat 
tata usaha negara dalam merumuskan setiap kebijakan dengan baik dan 
sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik; 
3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khusus kepada kalangan 
akademisi dan pejabat pemerintah terkait bagaimana ketatanegaraan 
Islam memandang penerapan diskresi dengan melakukan pendekatan 
melalui salah satu sumber hukum Islam, yaitu konsepsi ijtihad. 
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BAB II 
KONSEP DISKRESI DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
A. Pengertian Diskresi 
Sebagai prapemahaman, perlu lebih dulu diberikan pengertian terkait isu 
sentral mengenai konsep diskresi (discretionary of power). Sebab, pendefinisian 
diskresi menjadi sumbu utama untuk memahami secara cermat dan kritis 
mengenai konsep diskresi yang berpotensi dipahami secara keliru dan dipandang 
secara legalistik atau positivistik. 
Memaknai diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau 
wewenang pemerintah yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara 
bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggung jawab atas tindakan 
tersebut.1 Kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah atau badan 
administrasi negara merupakan konsep yang fundamental dalam lapangan Hukum 
Administrasi Negara dan Hukum Tatanegara. Sebab, pemerintah baru dapat 
menjalankan fungsinya bilamana telah memperoleh dasar wewenang yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Secara etimologis, diskresi (discretion) mengandung akar kata discrenere 
(latin). Kata ini dalam bahasa Inggris memiliki padanan dengan kata discernment 
dan judgment. Pengertian tersebut mirip dengan makna leksikalnya dalam Black’s 
Law Dictionary yang mengartikan diskresi sebagai: “1. Wise conduct and 
management; cautious discernment; prudence (1. sikap kebijaksanaan dan 
manajemen; kebijakan dengan penuh kehati-hatian; kebijakan), 2. Individual 
                                               
1Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 
h. 202. 
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judgment; the power of free decision-making (penilaian individu; kekuasaan 
bebas membuat suatu keputusan)”2  
Dalam pengertian lain, diskresi juga memiliki term yang sering digunakan 
dalam lapangan hukum administrasi negara, yaitu freies ermessen. Secara bahasa, 
freies ermessen berasal dari kata frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan 
merdeka. Freies artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara 
itu, ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan 
memperkirakan.3 Jadi dapat diterangkan secara ringkas, bahwa diskresi (freies 
ermessen) merupakan orang (pejabat pemerintah) yang memiliki kapasitas 
kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu, utamanya 
dalam hal membuat dan melaksanakan peraturan kebijaksanaan. 
Definisi lain diberikan oleh Nana Saputra, yakni suatu kebebasan yang 
diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada asasnya 
memperkenalkan alat administrasi, mengutamakan keefektifan tercapainya suatu 
tujuan (doelmatigheid) dibandingkan berpegang teguh kepada ketentuan hukum, 
atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna 
melaksanakan tugas-tugas kepentingan umum. Bahsan Mustafa menyebutkan 
bahwa diskresi (freies ermessen) diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi 
pemerintah atau administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan 
umum yang tentunya berbeda dengan fungsi kehakiman dalam menyelesaikan 
sengketa antar penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian 
tujuan atau sasarannya (doelmatigheid) dibandingkan dengan hukum yang berlaku 
(rechtmatigheid).4 
                                               
2Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 
2016), h. 23.  
3Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Permata Aksara, 2016), h. 62.  
4Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Cet. XII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 170. 
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Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka secara sumir diskresi 
diartikan sebagai konsepsi yuridis tentang kebebasan bertindak yang diberikan 
kepada pejabat pemerintah melalui administrasi negara berupa pengecualian dari 
keharusan bertindak sesuai aturan yang berlaku dari peraturan perundang-
undangan. 
Secara abstraktif, konsepsi diskresi merupakan kebebasan bertindak. Atas 
dasar itu, konsep diskresi dimungkinkan dipandang secara keliru dan negatif, 
terutama timbulnya preskripsi mengenai kontroversi pemberlakuan diskresi dalam 
asas legalitas sebagai prasyarat suatu negara dapat dinyatakan sebagai negara 
berdasar atas negara hukum. Konsep diskresi terpusat pada kebalikan dari situasi 
tindakan normal yang menuntut agar tindakan atau kebijakan pejabat pemerintah 
berlandaskan peraturan dalam kerangka negara hukum. Secara konseptual, untuk 
menganalisis hakikat diskresi, konsekuensinya adalah terjadinya ketegangan 
antara tindakan dalam menjalankan undang-undang dengan tindakan menyimpang 
dari undang-undang. 
Penilaian negatif terhadap diskresi memang tidak dapat dinegasikan, 
sebagaimana penilaian negatif atas konsep diskresi yang dikemukakan oleh 
Herbert Packer: “The basic trouble with discretion is simply that it is lawless, in 
the literal sense of that term.”5 Sederhananya, diskresi menunjukkan 
kecenderungan berupa pengecualian dari keharusan bertindak sesuai aturan umum 
(generale rule). Pengecualian tersebut diasumsikan bahwa pejabat pemerintah 
memiliki kebebasan bertindak tanpa adanya otorisasi undang-undang, dengan 
catatan sepanjang tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tidak 
melanggar hukum atau sampai memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan 
masyarakat. 
                                               
5Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 21. 
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Adanya pemaknaan secara negatif tentang diskresi haruslah disikapi secara 
netral, mengindikasikan bahwa secara konsekuensional, diskresi dapat bermakna 
positif maupun negatif. Apabila ditelisik lebih dalam, diskresi dipandang sebagai 
produk hukum yang amat penting guna melengkapi kekurangan dari asas legalitas. 
Sebagaimana konsepsi pemerintahan modern yang aktif,6 yang disebut dengan 
istilah bestuurzorg, yaitu suatu fungsi pemerintahan yang tidak hanya mengatur 
tetapi juga mengurus (ordende en verzorgende taken). Atas dasar itulah, 
pemerintah tidak boleh bertindak secara pasif atau menunggu adanya peraturan 
perundang-undangan, hal mana menyangkut kesejahteraan masyarakat. Berangkat 
dari hal tersebut, diskresi muncul sebagai penyelesaian atas kelemahan dari asas 
legalitas yang menuntut bahwa semua tindakan pejabat pemerintah harus 
berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelumnya.  
Pelaksanaan diskresi baru bermakna negatif apabila terjadi penyalahgunaan 
wewenang (detournement de pouvoir) atau tindakan kesewenang-wenangan 
(abuse de droit) yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam menggunakan 
diskresi sebagai instrumen untuk mengeluarkan suatu kebijakan. Pemaknaan 
negatif inilah yang hendak dibatasi oleh asas legalitas untuk mempertahankan asas 
negara hukum yang generalitas dan uniformitas.7 Artinya, asas legalitas tidak 
meniadakan adanya pemberlakuan diskresi, sebab konsep diskresi merupakan asas 
kebebasan yang telah dilegitimasi dan memperoleh keabsahan untuk diterapkan di 
dalam negara hukum. Asas legalitas hanya melarang sepenuhnya tindakan 
sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan menggunakan 
format diskresi. 
                                               
6Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 3. 
7Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 19. 
25 
 
 
 
Selain itu, pemaknaan diskresi sebagai kebebasan bertindak menimbulkan 
preskripsi negatif bahwa diskresi menjadi salah satu amsal penyebab maraknya 
tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir). 
Padahal secara fungsional,8 diskresi dapat bermakna positif jika digunakan secara 
tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan keahlian (expertise), kebijaksanaan 
(wisdom), dan penilaian (judgement). Dalam pemahaman itulah, konsep diskresi 
oleh pejabat pemerintah bukan merupakan penyalahgunaan kekuasaan 
(wewenang). 
Penerapan diskresi dilakukan oleh pejabat pemerintah melalui administrasi 
negara dalam hal-hal: Pertama, belum ada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang penyelesaian in konkrito terhadap suatu masalah tertentu, 
padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian segera. Misalnya, dalam 
menghadapi suatu bencana alam atau wabah penyakit menular, maka aparat 
pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara 
maupun bagi rakyat, tindakan mana semata-mata timbul atas prakarsa sendiri. 
Kedua, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat 
pemerintah memberikan kebebasan sepenuhya. Misalnya dalam pemberian izin 
berdasarkan Pasal 1 HO, setiap pemberi izin bebas untuk menafsirkan pengertian 
“menimbulkan keadaan bahaya” sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-
masing. Ketiga, adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat 
pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan 
itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam 
                                               
8Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 4. 
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menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah daerah bebas untuk 
mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah.9 
  
B. Dasar Hukum dan Asas-Asas Umum Diskresi 
Secara sumir, konsep diskresi dimaknai sebagai kebebasan bertindak yang 
menyimpang dari undang-undang atau manakala undang-undang tidak 
memberikan jawaban penyelesaian secara eksplisit maupun solutif terhadap suatu 
tindakan. Sesuai dengan dalil bahwa diskresi merupakan produk hukum, bukan 
produk undang-undang sebagaimana hakikat dari diskresi yang menyimpang dari 
undang-undang, maka perlu diterangkan lebih dulu perbedaan hukum dan undang-
undang yang kemudian dapat menjadi arah dan gambaran mengenai dasar hukum 
diskresi serta kedudukan diskresi terhadap undang-undang yang dikesampingkan. 
Perbedaan hukum dan undang-undang dapat dijumpai secara etimologis, 
yaitu “ius atau law” (hukum) dan “lex atau laws” (undang-undang). Ruang 
lingkup hukum bersifat universal yang keberadaannya sudah ada sebelumnya (a 
priori), sedangkan undang-undang bersifat a posteriori yang dibuat oleh penguasa 
dengan orientasi situasi kondisi lokal atau setempat. Hukum berfungsi sebagai 
landasan etis yang harus diimplementasikan oleh undang-undang. Artinya, 
undang-undang yang tidak berlandaskan hukum dianggap sewenang-wenang. 
Dengan demikian, hukum harus menjadi dimensi etis atau moral dari undang-
undang agar tidak terjadi penyelewengan.10 Berkenaan dengan hal itu, konsep 
diskresi dibenarkan oleh hukum (ius), sekaligus membenarkan tindakan 
pemerintah meskipun tidak berdasarkan undang-undang.  
                                               
9Mohammad Yuhdi, “Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Negara”, Jurnal Ilmiah 15, 
no. 3, h. 79. https://media.neliti.com/media/publications/235035-peranan-diskresi-dalam-
penyelenggaraan-p-5f963a35.pdf. (Diakses 22 Juni 2019). 
10Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 10-12. 
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Untuk menghilangkan kekeliruan terhadap konsep diskresi, perlu dipahami 
bahwa mengesampingkan undang-undang dalam menerapkan diskresi tidak serta 
merta menghilangkan asas legalitas, bahkan diskresi pun tetap berada dalam dikte 
hukum agar tidak digunakan secara sewenang-wenang dan melanggar asas 
legalitas sebagai prinsip utama negara hukum. 
Berkaitan dengan dasar hukum yang melandasi keabsahan konsepsi diskresi, 
secara legalistik-positivistik asas legalitas menjadi dasar keharusan bagi 
pemerintah untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Akan tetapi, kerangka asas legalitas pada suatu negara 
modern tidak sepenuhnya menjawab segala tantangan dan problematika publik 
yang semakin kompleks. Padahal, pergeseran negara dari konsep negara 
“nachwachterstaat”11 menuju negara kesejahteraan (welfare state) mengharuskan 
pemerintah untuk memberikan pelayanan umum yang semaksimal mungkin demi 
terciptanya kesejahteraan umum bagi warga negara.   
Atas dasar itu, konsep diskresi selain menjadi pelengkap dari kelemahan 
atau kekurangan asas legalitas, juga sangat inheren dengan cita-cita (ius 
constituendum) negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.12 
Sebagai produk dalam konfigurasi negara kesejahteraan, diskresi berupaya 
membantu tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi warga 
negara, dengan prinsip yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menolak 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada 
                                               
11Konsep negara “nachwachterstaat” yang perkembangannya sebagai negara „penjaga 
malam‟, menimbulkan gejala kapitalisme pada aspek perekonomian yang menimbulkan terjadinya 
krisis kemakmuran. 
12Cita-cita negara Indonesia pada alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945: “…melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia…” 
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peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan 
perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum.13 
Landasan hukum konsep diskresi tercermin dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah 
sebagai pengganti undang-undang”.14 
Pasal asli ini menentukan adanya instrumen Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (PERPPU) yang dapat ditetapkan oleh Presiden dengan 
pertimbangan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa yang mengharuskan 
Presiden menetapkan suatu kebijakan atau melakukan tindakan yang melanggar 
undang-undang yang sah. Untuk itu diperlukan perubahan atas undang-undang 
itu, tetapi waktu yang tersedia tidak mencukupi, sementara tindakan atau 
kebijakan yang bersangkutan sudah mendesak dan dibutuhkan penyelesaian 
segera, maka timbullah keadaan “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.15 
Untuk mengatasi hal tersebut, pasal ini memberikan kepada Presiden 
fasilitas konstitutional untuk menerbitkan Perpu yang dari segi bentuknya adalah 
Peraturan Pemerintah (PP), tetapi berisi materi yang seharusnya diatur dalam 
bentuk UU.16 Pasal 22 ayat (1) ini, ditemukan unsur-unsur kebebasan bertindak 
pemerintah, yaitu presiden sebagai penanggungjawab atas bangsa dan negara 
                                               
13Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 172-173. 
14Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab 
VII, pasal 22 ayat (1). 
15Jimly Asshiddiqie, Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 70. 
16Dalam UUD RIS 1945 dan UUDS 1950, Perpu ini disebut Undang-Undang Darurat. 
Terhadap eksistensi Perpu ini, berkembang dua aliran pandangan yaitu (1) Perpu sebaiknya 
dihapuskan saja dari sistem perundang-undangan Indonesia berdasarkan UUD 1945. (2) Perpu 
tetap diperlukan sebagai escape clause untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat. 
29 
 
 
 
dalam hal menciptakan kondisi yang dapat menguntungkan warga negara, maka 
presiden diberikan kebebasan untuk menetapkan suatu kebijakan berupa Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagai antisipasi adanya 
kondisi yang tiba-tiba timbul atau mendesak, tanpa harus menunggu perintah dari 
badan legislatif.17 
Dengan adanya kewenangan Presiden untuk membuat dan menetapkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, tentunya mengindikasikan 
kepada pejabat pemerintah atau alat-alat perlengkapan administrasi negara untuk 
membentuk peraturan atas inisiatif sendiri berdasarkan diskresi. Meski begitu, 
penggunaan diskresi haruslah berdasarkan pada ketentuan hierarki perundang-
undangan.18 
Ketentuan yang lebih spesifik mengenai dasar hukum diskresi, dituangkan 
ke dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
Penggunaan diskresi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d UU No.30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam pasal ini pejabat 
diwajibkan agar mematuhi undang-undang a quo ketika melakukan tindakan 
diskresi.19 Dengan demikian, diskresi secara hukum dianggap sah dan 
memperoleh legitimasi dalam rangka pelayanan publik dengan tetap 
memperhatikan rambu-rambu dari prinsip asas legalitas. 
                                               
17Azmi Fendri, “Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) sebagai Perwujudan Nilai-
Nilai Moral dan Etika”, Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 3 (September 2014 – Januari 2015) h. 144. 
https://media.neliti.com/media/publications/9154-ID-kebebasan-bertindak-pemerintah-diskresi-
sebagai-perwujudan-nilai-nilai-moral-dan.pdf. (Diakses 22 Juni 2019). 
18Alfian Maulana Malik, “Penggunaan Freies Ermessen oleh Dahlan Iskan Terkait 
Pembangunan 21 Gardu Induk Listrik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara”, Skripsi (Makassar: Fak. 
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 24. 
19Pasal 27 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, menyatakan bahwa pejabat 
pemerintah memiliki kewajiban: mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan diskresi. 
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Untuk menjalankan dan menerapkan konsepsi diskresi, selain diperlukan 
landasan yuridis, juga diperlukan landasan dari asas-asas umum bagi kekuasaan 
diskresi. Keperluan tersebut agar pengakuan diskresi sebagai kekuasaan yang 
legitimasi dalam negara yang berkedaulatan hukum dapat dibenarkan.20 Bukan 
hanya itu, dengan adanya asas-asas umum sebagai landasan berpijak bagi konsep 
diskresi, mengupayakan pemahaman secara eksplisit kepada pejabat pemerintah 
untuk bertindak sesuai dengan prinsip negara hukum dan semata-mata untuk 
kepentingan umum. 
Menurut Sjachran Basah,21 pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya 
terutama dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan negara melalui pembangunan, 
bukan berarti pemerintah bertindak semena-mena, melainkan sikap tindak itu 
haruslah dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban setiap tindakan 
pemerintah merupakan keharusan dalam negara hukum yang menjunjung nilai-
nilai kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bertindak pejabat 
pemerintah sebagai perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang layak. 
Salah satu tolok ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah sejalan dan 
selaras dengan negara hukum adalah menggunakan asas-asas umum pemerintah 
yang baik (AAUPB). Dalam Hukum Administrasi Negara, AAUPB dimaksudkan 
sebagai sarana perlindungan hukum (rechtsbescherming) dan instrumen untuk 
peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. 
Selanjutnya, AAUPB dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan 
upaya administrasi.22 
                                               
20Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 67. 
21Azmi Fendri, “Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) sebagai Perwujudan Nilai-
Nilai Moral dan Etika”, Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 3 (September 2014 – Januari 2015) h. 145-146. 
https://media.neliti.com/media/publications/9154-ID-kebebasan-bertindak-pemerintah-diskresi-
sebagai-perwujudan-nilai-nilai-moral-dan.pdf. (Diakses 22 Juni 2019). 
22Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 238. 
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Seiring dengan pergeseran reformasi hukum dan perubahan politik di 
Indonesia, maka AAUPB yang awalnya tidak mendapat tempat dalam peraturan 
perundang-undangan, saat ini telah dimuat  dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (KKN). 
Berkaitan dengan hal tersebut, dirumuskan asas-asas umum 
penyelenggaraan negara dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu, asas 
kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, 
asas keterbulaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas 
akuntabilitas.23 Dengan adanya dasar hukum serta asas-asas umum pemerintahan 
yang baik, menjadikan konsep diskresi sebagai kekuasaan yang dapat berlaku dan 
dijalankan di negara yang berkedaulatan hukum. Bukan hanya sebatas berlaku, 
konsep diskresi dapat melakukan aksi akrobatik untuk menjawab segala preskripsi 
negatif terhadap pemberlakuannya, juga yang tidak kalah penting adalah 
bagaimana diskresi dapat menjadi spektrum untuk mewujudkan pemerintahan 
yang menegakkan nilai-nilai keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi 
masyarakat. 
 
C. Tujuan dan Syarat Penerapan Diskresi 
Sebagaimana dipahami sebelumnya, bahwa diskresi muncul sebagai 
alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas 
legalitas (wetmatigheid van bestuur). Bagi negara yang telah menganut konsep 
negara kesejahteraan (welfare state), asas legalitas saja tidak cukup untuk 
berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan publik yang berkembang 
pesat dan kompleks, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
                                               
23Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 241. 
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teknologi. Konsep kekuasaan diskresi menjadi penting sebagai pelengkap,24 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles, “unable, owing to the difficulty 
of framing general rules for all contingencies, to make an exact pronouncement.” 
Diberlakukannya konsep diskresi sebagai kekuasaan yang sah di negara 
hukum, terutama dalam kaitannya dengan asas legalitas, menjadi kekuatan bagi 
pejabat pemerintah atau badan administrasi negara untuk diberikan suatu 
wewenang dalam membuat berbagai keputusan atau kebijakan. Pembentukan 
peraturan kebijakan diperlukan untuk menjamin ketaat-asasan tindakan 
administrasi. Konsistensi ini bukan hanya berlaku pada tindakan yang bersumber 
pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagi tindakan yang didasarkan 
pada kebebasan bertindak.25  
Salah satu tuntutan dalam rangka kepatuhan pemerintah terhadap asas 
negara hukum adalah kepatuhan pemerintah terhadap asas legalitas. Namun dalam 
implementasinya, kekuasaan pemerintah berjalan sulit tanpa adanya penerapan 
diskresi sebagai konsekuensi logis negara kesejahteraan (welfare state). Bahkan 
muncul preskripsi bahwa pemerintah tanpa diskresi tidak mungkin. 
Dalam konteks demikian, Kenneth Culp Davis menyatakan bahwa diskresi 
pada pemerintah sangatlah penting. Pemikiran Davis tentang diskresi menyatakan: 
“Discretion is a vital tool in society aiding the individualization of justice, and no 
society has existed in which discretion was absent.” A.W. Bradley dan K.D. 
Ewing menyatakan bahwa kebutuhan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan 
dan kewenangannya menjadikan diskresi sebagai suatu kewajiban.26 
                                               
24Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 3. 
25Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, 
Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan (Cet. II; Malang: 
Setara Press, 2016), h. 7-8. 
26Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 29. 
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Martina Künnece memberikan pandangan fungsional dalam menilai 
keberadaan kekuasaan diskresi pemerintah dalam kerangka hukum, yakni: “in the 
administrative decision-making process the concept of discretion is an important 
tool to reach just decisions. It offers an important degree of flexibility.” Dari 
pendapat tersebut, tuntutan untuk mencapai suatu keputusan yang adil serta 
keluwesan dalam jalannya penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang 
substantif bagi pemerintah, dan dalam hal ini diskresi dipandang mampu 
memberikan jawaban solutif yang sangat penting bagi pelayanan publik.27 
Dalam pandangan lainnya, tujuan penggunaan diskresi dalam pemerintahan 
adalah situasi tidak lazim terjadi, yang tidak mampu diprediksi atau diantisipasi 
secara presisi oleh peraturan perundang-perundangan sebagai dasar bertindak 
pemerintah sesuai asas legalitas. Pernyataan ini mengandung makna a contrario 
bahwa penggunaan diskresi tidak dibutuhkan bilamana dalam pembentukan 
undang-undang mampu menghasilkan suatu aturan yang lengkap, komprehensif, 
dan mampu menjawab segala persoalan yang kompleks, terutama dalam hal yang 
bersifat antisipatif. Namun hal tersebut sangat mustahil untuk dipenuhi dalam 
pembentukan undang-undang. Atas dasar itu, hakikat fungsional dari penerapan 
diskresi sebagai situasi pengecualian dari peraturan perundang-undangan baik 
karena alasan necessity maupun emergency.  
Dengan demikian, dapat diterangkan secara sumir bahwa peraturan 
perundang-perundangan yang dibentuk dan diberlakukan juga memiliki 
keterbatasan dalam menjawab segala tantangan di masyarakat yang semakin 
kompleks. Berkaitan dengan hal tersebut, diskresi adalah solusinya. Diskresi 
sebagai jawaban yang solutif juga diklaim oleh Lazar yang menyatakan bahwa28, 
                                               
27Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 30. 
28Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 36. 
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“if there is more to power than the rule of law, if the rule of law is not 
intrinsically valuable, it would follow that there is no intrinsic reason to be 
concerned about a shift away from the rule of law toward more discretionary 
individual rule.” 
Sementara itu, menurut Marcus Lukman, tujuan penerapan diskresi oleh 
pejabat pemerintah, antara lain: 
1. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, 
menyempurnakan dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada 
peraturan perundang-undangan; 
2. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan 
vakum peraturan perundang-undangan; 
3. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan 
yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar dan adil dalam 
peraturan perundangan; 
4. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi 
kondisi peraturan perundangan yang sudah ketinggalan jaman; 
5. Tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 
administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat 
berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi 
yang dihadapi.29 
Penggunaan diskresi yang sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu 
hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan 
dan/atau tindakan.30  
                                               
29Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, h. 67-68. 
30htttps://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/arti-tujuan-lingkup-dan-contoh-diskresi/, 
diakses tanggal 27 Juni 2019 
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Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan 
oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan tujuan untuk: 
1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 
2. mengisi kekosongan hukum; 
3. memberikan kepastian hukum; 
4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan 
dan kepentingan umum.31 
Penerapan diskresi yang bersifat pengecualian terhadap asas legalitas, maka 
diskresi hanya dapat digunakan secara kasuistik atau kontekstual. Pembatasan 
hukum terhadap kekuasaan diskresi adalah perlu agar digunakan secara tepat dan 
menitiberatkan pada kesejateraan masyarakat. Dalam penerapannya, diskresi tetap 
harus berpegang teguh pada aturan yang berlaku, yaitu tidak menimbulkan 
kerugian bagi masyarakat, termasuk dalam hal pelayanan publik.  
Meskipun terdapat berbagai kelemahan dalam asas legalitas, namun asas 
legalitas tetap menjadi prinsip utama dalam kerangka negara hukum yang dikenal 
dengan asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenadi, yang mana 
asas ini hanya dianut oleh masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis, seperti 
Indonesia.32 Substansi dari asas legalitas adalah menghendaki setiap tindakan 
pejabat atau badan administrasi negara berdasarkan undang-undang. Sebab, tanpa 
menjadikan udang-undang sebagai dasar bertindak, pejabat atau badan 
administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat 
                                               
31Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan, bab VI, pasal 22 ayat (2). 
32Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 113. 
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mengubah atau memengaruhi keadaan hukum masyarakat.33 Itu artinya, 
penerapan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tetaplah menjadi 
wilayah kebebasan, namun tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku 
dalam wilayah asas legalitas. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur 
diskresi dalam suatu negara hukum, yaitu sebagai berikut. 
1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik; 
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; 
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; 
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; 
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 
penting yang timbul secara tiba-tiba; 
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawablan baik secara moral kepada 
Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.34 
Secara yuridis,35 di dalam Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pejabat pemerintahan yang 
menggunakan diskresi harus memenuhi syarat: 
1. sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(2); 
2. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. sesuai dengan AUPB; 
                                               
33Yuswalina dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara di Indonesia (Malang: Setara Press, 
2016), h. 36. 
34Mohammad Yuhdi, “Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Negara”, Jurnal Ilmiah 15, 
no. 3, h. 79. https://media.neliti.com/media/publications/235035-peranan-diskresi-dalam-
penyelenggaraan-p-5f963a35.pdf. (Diakses 22 Juni 2019). 
35Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan, bab VI, pasal 24. 
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4. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; 
5. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan 
6. dilakukan dengan itikad baik. 
Dalam pelaksanaannya, diskresi harus tetap memperhatikan aturan-aturan 
yang berlaku dan melihat arah kebijakan yang hendak dibuat dan dilaksanakan. 
Atas dasar itu, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pejabat 
pemerintah, maka ada beberapa hal pokok yang melekat pada konsep diskresi, 
yaitu: 
1. Adanya kebebasan bagi pejabat untuk bertindak atas inisiatif sendiri. 
Ketentuan ini tidak mengisyaratkan bahwa kebebasan tersebut dilaksanakan 
tanpa batas, namun kebebasan tersebut berada dalam batas-batas yang telah 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; atau dengan cara memilih 
salah satu alternatif sebagaimana termaktub dalam undang-undang. 
2. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dan segera, 
namun belum ada aturannya, dengan kriteria sebagaimana dikemukakan 
oleh Markus Lukman, hal tersebut merupakan persoalan yang menyangkut 
kepentingan umum, muncul secara tiba-tiba di luar rencana awal, belum ada 
peraturan yang mengaturnya, mekanismenya tidak dapat diselesaikan 
menurut administrasi yang normal, dan hal mana persoalan tersebut harus 
segera mendapat penyelesaian. 
3. Harus dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan penerapan diskresi, 
perlu diperhatikan adanya tanggungjawab secara hukum, sehingga tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, harus 
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mempertimbangkan hak dan kepentingan warga negara, serta harus sesuai 
dengan tujuan pemberian wewenang tersebut.36 
 
D. Batasan dan Pertanggungjawaban Diskresi 
Konsep diskresi merupakan bagian dari konsep hukum, sehingga penerapan 
diskresi yang diberikan kepada pejabat pemerintah selalu berada di bawah 
pengawasan atau dibatasi menurut hukum yang berlaku. Penggunaan diskresi 
yang diberikan kepada pejabat negara dalam membuat suatu peraturan 
kebijaksanaan harus tetap berada dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh 
hukum. Diskresi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik 
hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Konsep diskresi yang 
dimaknai sebagai format kebebasan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah dalam 
menentukan peraturan kebijaksanaan, diperlukan pembatasan hukum agar 
penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah senantiasa merujuk dan mengarah 
kepada kepentingan umum berupa kesejahteraan masyarakat. 
Pembatasan tersebut bukan tanpa alasan, sebagai konsekuensi logis 
dianutnya negara kesejahteraan, sudah barang tentu dimungkinkan banyaknya 
campur tangan dari pemerintah terkait pelayanan di masyarakat, dan 
dikhawatirkan penggunaan diskresi justru disalahgunakan oleh pejabat pemerintah 
atau badan administrasi negara. 
Selain itu, pentingnya pembatasan diskresi dalam rangka untuk menghindari 
terjadinya maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam 
menggunakan jabatan dan kewenangannya. Maladministrasi sebagaimana 
diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
                                               
 
36Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan 
dalam Konsep Negara Kesejahteraan”, Yustisia 5, no. 1 (Januari - April 2016), h. 187. 
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8730/7818. (Diakses 22 Juni 2019). 
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Republik Indonesia, adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui 
wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 
wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan 
pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi 
masyarakat dan orang perseorangan.37 
Tindakan maladministrasi berkaitan dengan sikap dan perilaku 
penyelenggara administrasi negara (pemerintahan) sebagai subjek hukum yang 
memiliki kedudukan khusus (de overhead als bijzonder persoon) berupa 
diberikannya kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan 
umum seperti membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan 
pemerintah, atau menerapkan sanksi hukum.38 
Hukum Administrasi Negara tidak hanya memuat norma pemerintahan, 
namun juga memuat norma perilaku aparat pemerintahan (overheidsgedrag). 
Tindakan maladministrasi sebagai pelanggaran, berkenaan dengan norma perilaku 
aparat dalam melaksanakan tugas-tugas publik, yang menuntut tanggung jawab 
bagi pelanggar norma tersebut.39 
Maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau badan 
administrasi negara sangat merugikan bagi warga masyarakat. Hal itulah yang 
menjadi kekhawatiran publik terhadap penggunaan diskresi oleh pejabat 
pemerintah, karena dimungkinkan terjadinya maladministrasi jika pejabat 
                                               
37Republik Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia, bab I, pasal 1 angka 3. 
38Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, h. 173. 
39Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 352. 
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pemerintah masih memiliki paradigma yang legalistik atau positivistik dalam 
memahami dan menjalankan fungsi diskresi.40 
Pembatasan diskresi juga dikemukakan oleh Muchsan, bahwa pembatasan 
penggunaan diskresi yaitu tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang 
berlaku (kaidah hukum positif) dan hanya ditujukan demi kepentingan umum.41 
Pemberlakuan diskresi yang sangat mudah untuk disalahgunakan oleh 
pejabat pemerintah, diperlukan batasan-batasan untuk mencegah terjadinya 
kesewenang-wenangan pejabat pemerintah dalam penggunaan diskresi. Batasan 
lingkup diskresi juga diatur dalam Pasal 23 UU No. 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan42, yaitu: 
1. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau 
Tindakan; 
2. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-
undangan tidak mengatur; 
3. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-
undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan 
4. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi 
pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. 
Disamping itu, Sjachran Basah menerangkan penerapan diskresi secara 
hukum memiliki dua batasan, yaitu batas atas dan batas bawah. Batas atas 
dimaksudkan ketaat-asasan mengenai ketentuan perundang-undangan berdasarkan 
                                               
40Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan 
dalam Konsep Negara Kesejahteraan”, Yustisia 5, no. 1 (Januari - April 2016), h. 188-189. 
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8730/7818. (Diakses 22 Juni 2019). 
41Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, h. 65. 
42Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan, bab VI, pasal 23. 
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asas taat-asas, yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sementara itu, 
batas bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap tindak administrasi negara 
(baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi 
warga.43 
Pandangan yang lain diungkapkan oleh Sunaryati Hartono yang menyatakan 
dalam penerapan diskresi tidak boleh mengakibatkan masyarakat kehilangan 
pekerjaan atau penghidupan yang layak serta berkurangnya kesempatan 
menikmati kehidupan dan pekerjaan yang telah ada. Sementara Prayudi 
Admosudirjo membedakan diskresi dua macam yaitu diskresi bebas bilamana 
undang-undang hanya menentukan batas-batasnya dan diskresi terikat bilamana 
undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu yang oleh 
pejabat administrasi negara dianggap paling dekat.44 
Dalam konteks argumen tersebut, maka pada dasarnya hukum senantiasa 
memberikan keleluasaan kepada pejabat pemerintah dalam membuat dan 
menentukan suatu peraturan kebijaksanaan berdasarkan pertimbangan subjektif 
atau personal, dengan syarat-syarat terpenuhinya kriteria hukum, dalam hal ini 
tidak bertentangan dengan asas legalitas sebagai pedoman utama negara hukum.  
Tindakan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah harus dapat 
dipertanggungjawabkan keabsahannya dan penerapannya. Sebab, diskresi dalam 
konspesi asas negara hukum adalah sebuah keniscayaan yang legitimasinya telah 
disepakati, sehingga dengan munculnya diskresi --- kebebasan bertindak dalam 
koridor pelaksanaan kepentingan bangsa yang inheren dengan asas legalitas, maka 
diperlukan pertanggungjawaban terhadap penggunaan diskresi oleh pejabat 
                                               
43Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 173. 
44Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, h. 66. 
42 
 
 
 
pemerintah sebagai kontrol dan pengawasan diskresi agar tidak menyimpang atau 
bertentangan dengan asas legalitas. 
Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam suatu negara hukum 
merupakan hal ihwal yang tidak dapat dinegasikan, hal mana yang menyangkut 
tentang stabilitas pemerintahan maupun yang berkaitan dengan kepentingan 
publik. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak ada satu pun perbuatan maupun 
kebijakan yang dikecualikan untuk dibebankan tanggung jawab, termasuk 
penerapan diskresi yang diberikan kepada pejabat pemerintah dalam membuat dan 
menetapkan keputusan atau kebijaksanaan. Tanpa adanya pertanggungjawaban, 
penerapan diskresi berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau 
kelompok tertentu, dan semakin mudah terjerumus pada kasus-kasus tindak 
pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana yang 
dikhawatirkan oleh publik atas kehadiran dan pemberlakuan diskresi. 
Pertanggungjawaban adalah konsep hukum yang sangat fundamental. 
Pertanggungjawaban bekerja sesudah tindakan dilakukan (ex post). 
Pertanggungjawaban menghubungkan antara asas/kaidah hukum a priori dengan 
tindakan a posteriori dengan memberikan batasan pada tindakan a posteriori 
tersebut, apakah sesuai dengan hukum atau sebaliknya.45 
Pertanggungjawaban menjadi konsekuensi suatu negara yang mengakui 
supremasi hukum, dimana sistem pemerintahannya harus menjunjung tinggi hak 
asasi manusia dan menjamin segenap warga negara memiliki persamaan 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi 
hukum dan pemerintah.46 
                                               
45Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 103. 
46Teguh Prasetyo dan Abdul Rahim Barkatullah, Filsafat Teori dan Ilmu Hukum; 
Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 
h. 339. 
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Di samping itu, dalam perspektif ilmu hukum terdapat prinsip bahwa setiap 
tindakan hukum (onrechtmatig) yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, 
mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang melakukan 
tindakan tersebut.47 Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (asas legalitas) 
yang mengandung secara maknawi bahwa setiap tindakan hukum harus berdasar 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.  
Dengan bersandar pada asas legalitas, maka setiap tindakan hukum 
dipersamakan dengan penggunaan kewenangan, yang di dalamnya terdapat 
kewajiban pertanggungjawaban, sesuai dengan prinsip “geen bevoegdheid zonder 
verantwoordelijkheid.48  
Keberadaan kaidah pertanggungjawaban sebagai sarana kontrol dan 
konsekuensi tindakan, tidak mengisyaratkan dan menjustifikasi bahwa konsep 
diskresi adalah melanggar hukum, melainkan bagaimana dampak yang 
ditimbulkan setelah pejabat pemerintah melakukan suatu tindakan dengan 
menggunakan dalil penggunaan diskresi sebagai ruang kebebasan baginya. 
Namun perlu diketahui secara terang dan jelas, bahwa meskipun 
penggunaan kewenangan terkandung suatu pertanggungjawaban, namun harus 
dikemukakan tentang cara memperoleh dan menjalankan sebuah kewenangan 
yang diberikan. Sebab tidak semua pejabat pemerintah atau badan administrasi 
negara dapat dibebankan tanggung jawab hukum.49 Pembebanan tanggung jawab 
hukum terhadap tindakan pejabat pemerintah atau badan administrasi negara, 
                                               
47Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 322. 
48Prinsip geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid diartikan sebagai ketiadaan 
kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, 
pertanggungjawaban melekat pada jabatan, yang secara yuridis melekat suatu kewenangan. Dalam 
perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya 
pertanggungjawaban. 
49Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 341. 
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perlu memperhatikan sumber kewenangan dalam perundang-undangan. 
Kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah dapat berbentuk atributif, 
delegaitf, dan mandate. Kewenangan atribusi merujuk pada kewenangan berdasar 
konstitusi atau ketentuan hukum tata negara. Kewenangan delegasi 
diimplementasikan sebagai pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan 
yang lain. Pada kewenangan mandate tidak terjadi pelimpahan apapun dalam 
pemberian wewenang, melainkan pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat 
lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat.50 
Pejabat pemerintah atau badan administrasi negara yang melakukan 
tindakan hukum melalui kewenangan atribusi dan delegasi adalah pihak yang 
dibebankan tanggung jawab hukum, sedangkan pejabat pemerintah atau badan 
administrasi negara yang melakukan tindakan hukum melalui kewenangan 
mandat, bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, melainkan 
pemberi mandat (mandans).51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
50Jumadi, Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan (Jakarta: Rajawali Pers, 
2017), h. 27.  
51Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 341. 
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BAB III 
DISKRESI SEBAGAI KONSEKUENSI NEGARA KESEJAHTERAAN 
A. Urgensi Diskresi dalam Konfigurasi Negara Kesejahteraan 
Untuk memahami urgensi dari konsep diskresi pada suatu negara hukum 
yang berkorelasi dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state), diperlukan 
pemahaman yang mendalam tentang kerangka tujuan negara hukum yang 
sesungguhnya. Sebab, konsep diskresi tidak hanya dilihat dari pemberlakuan dan 
keabsahannya saja, melainkan juga perlu dipandang secara serius apakah 
penerapan diskresi sudah sejalan dengan tujuan negara hukum yang menyangkut 
stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. 
Tujuan dari hukum adalah untuk memenuhi segala kebutuhan fisik dan 
kebutuhan eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.1 Dalam hal 
kebutuhan, maka tujuan hukum cenderung dinyatakan sebagai asas keadilan yang 
dapat menjadi parameter penilaian suatu pemerintahan yang menjunjung nilai-
nilai keadilan, sekaligus menjadi bagian dari moralitas dalam mewujudkan 
kehangatan berwarganegara dan menciptakan kesejahteraan bersama. 
Setiap kelompok masyarakat pada dasarnya selalu memiliki problem 
sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan aktual, antara yang standar 
dan praktis, dan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi.2 Di sinilah 
hukum diharapkan dapat berperan aktif untuk merombak dan mengubah tatanan 
masyarakat menuju suatu perubahan yang direncanakan yaitu tercapainya tujuan 
dari negara hukum.3 
                                               
1Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 
2016), h. 55. 
2Teguh Prasetyo dan Abdul Rahim Barkatullah, Filsafat Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran 
Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 365. 
3Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 91 
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Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang bertujuan untuk memberikan 
suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus 
diterima dari penyimpangan tersebut. Hukum juga menjadi rekayasa sosial yang 
menciptakan perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana.4 
Tujuan hukum juga dikemukakan oleh Roscoe Pound sebagai suatu tujuan 
yang mengutamakan kepentingan manusia. Kepentingan tersebut yang dilindungi 
hukum berupa, kepentingan umum (public interest), kepentingan masyarakat 
(social interest), dan kepentingan individual (privat interest).5 
Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan Negara Republik 
Indonesia adalah menyejahterakan rakyatnya. Tujuan tersebut inheren dengan 
konsep negara yang dianut oleh negara-negara di dunia pada permulaan abad ke-
20 atau setelah Perang Dunia II yaitu konsep negara kesejahteraan (welfare state). 
Konsep negara kesejahteraan ini lahir sebagai antitesa dari kegagalan 
implementasi nachtwachtersstaat atau negara „penjaga malam‟.6 
Kegagalan dari konsep negara penjaga malam tidak lepas dari prinsip 
staatsonthouding yang membatasi peran negara dan pemerintah dalam bidang 
politik, serta melarang negara mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat. 
Dampak yang ditimbulkan dari pembatasan tersebut, membuat pejabat pemerintah 
atau badan administrasi negara menjadi pasif, sehingga menimbulkan 
kesengsaraan kehidupan warga negara.7 Kenyataan ini menyadarkan betapa 
pentingnya adanya keterlibatan negara dalam kehidupan warga negaranya. Negara 
                                               
4Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, h. 92-93. 
5Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), h. 175. 
6Disebut sebagai penjaga malam, karena dalam tipe tersebut, tindakannya dibatasi hanya 
sampai kepada menjaga ketertiban dan keamanan. Tetapi, industrialisasi telah menciptakan 
problem-problem sosial yang besar dan negara tidak dapat lagi berpangku tangan dengan 
membatasi tindakannya hanya menjaga ketertiban dan keamanan. 
7Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Cet. XII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 14. 
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tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.8 
Negara perlu turut campur dalam mengatur segala sumber-sumber 
kemakmuran agar tidak dikuasai oleh beberapa pihak atau hanya segelintir orang 
saja. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak lagi bersikap netral dengan 
membiarkan setiap individu atau masyarakat untuk menyelesaikan sendiri 
problem-problem yang dirasakan. Menyerahkan penyelesaian kepada mekanisme 
pasar sosial, hanya akan menjadikan golongan lapisan bawah (the have not) dalam 
masyarakat sebagai pihak yang akan mengalami penderitaan.9 
Pada hakikatnya, konsep negara hukum kesejahteraan (welfare state) 
menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin tentang adanya kepastian 
hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.10 Kegagalan pada 
negara tipe sebelumnya, membuat pejabat pemerintah atau badan administrasi 
negara tidak lagi bekerja sebagai penjaga ketertiban dan keamanan saja, tetapi 
juga bertanggung jawab untuk menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat 
guna mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Perwujudan tersebut menjadi ciri dari penerapan konsep negara 
kesejahteraan, yang menghendaki adanya tanggung jawab pemerintah kepada 
warganya. Selain itu, negara kesejahteraan (welfare state) merupakan peralihan 
dari prinsip staatsonthouding menuju prinsip staatsbemoeienis yang menghendaki 
                                               
8Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, 
Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan (Cet. II; Malang: 
Setara Press, 2016), h. 62. 
9Backy Krisnayuda, Pancasila & Undang-Undang; Relasi dan Transformasi Keduanya 
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), h. 63. 
10Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, 
Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan, h. 61. 
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negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial, sebagai 
langkah mewujudkan kesejahteraan umum.11 
Berkaitan dengan turut campurnya pemerintah dalam segala aspek 
kehidupan masyarakat, maka tugas pejabat pemerintah atau badan administrasi 
negara dalam negara hukum kesejahteraan pun menjadi semakin luas. Sehingga 
tidak menutup kemungkinan, perangkat negara dalam hal ini pemerintah dapat 
melanggar kepentingan dan hak-hak rakyat, di samping mengupayakan 
kesejahteraan umum. 
Atas dasar itu, administrasi negara memerlukan kemerdekaan atau 
kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri atau personal dengan 
menggunakan kewenangan dan kekuasannya, guna menyelesaikan persoalan-
persoalan yang genting dan mendesak, hal mana persoalan tersebut belum ada 
peraturannya atau membutuhkan penyelesaian segera. Dalam hal demikian,12 
pejabat pemerintah melalui administrasi negara dipaksa bertindak cepat, tidak lagi 
menunggu perintah dari badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. 
Kemerdekaan yang diberikan kepada pejabat pemerintah melalui pemberian 
kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri disebut diskresi yang merupakan 
asas kebebasan yang harus ada dalam ciri negara kesejahteraan guna mewujudkan 
kesejateraan bagi warga negara. Dalam konsep diskresi,13 tersirat kewajiban dan 
kekuasaan yang sangat luas. Kewajiban dinyatakan sebagai tindakan yang harus 
dilakukan, dan kekuasaan menyiratkan adanya kebebasan memilih, melakukan 
atau tidak melakukan. 
                                               
11Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 14. 
12Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, 
Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan, h. 65. 
13Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 15. 
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Diberikannya kebebasan berupa diskresi kepada pejabat pemerintah atau 
badan administrasi negara, menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam bidang 
legislasi. Apalagi unsur utama dalam negara kesejahteraan adalah asas legalitas 
yang menghendaki segala tindakan pejabat pemerintah harus berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyadari adanya ketegangan 
antara konsep diskresi dengan pemberlakuan asas legalitas, membuat pejabat 
pemerintah dalam melakukan tindakan hukum dengan menggunakan format 
diskresi haruslah dibuatkan instrumen hukum. Hal ini semata-mata agar 
pemberian kewenangan yang luas tidak bertentangan dengan asas legalitas, 
terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan rakyat. 
Menurut E. Utrecht,14 kekuasaan administrasi negara dalam bidang legislasi 
meliputi: pertama, kewenangan untuk membuat peraturan atas inisiatif sendiri 
dalam menghadapi persoalan yang genting, hal mana belum ada aturannya dan 
atau tanpa bergantung pada pembuat undang-undang pusat. Kedua, kekuasaan 
administrasi negara untuk membuat peraturan atas dasar delegasi.15 Karena 
pembuat undang-undang di pusat, tidak mampu memperhatikan segala lini 
persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sehingga 
pemerintah diberikan tugas untuk menyesuaikan peraturan yang diadakan 
pembuat undang-undang pusat dengan keadaan yang sungguh-sungguh terjadi di 
masyarakat. Ketiga, kekuasaan administrasi negara untuk menafsirkan sendiri 
berbagai peraturan, yang artinya administrasi negara juga berwenang mengoreksi 
hasil pekerjaan pembuat undang-undang. 
                                               
14Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 16. 
15Meskipun asas legalitas tetap dipertahankan sebagai unsur utama dalam konsep negara 
hukum kesejahteraan, namun tetap ada pemberian delegasi kekuasaan pembentuk undang-undang 
kepada pemerintah demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. 
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Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta persoalan-
persoalan yang tidak sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
maka peran diskresi sangat penting dan harus dipandang secara serius dalam 
ajaran welfare state yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 
Perlunya penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah diperkuat dengan 
argumentasi yang membicarakan perihal kelemahan dan kekurangan dari asas 
legalitas. Kekurangan tersebut yang kemudian hendak ditutupi oleh konsep 
diskresi (kebebasan bertindak) dengan tetap memperhatikan rambu-rambu 
instrumen hukum, yang pada asasnya tidak bertentangan dengan asas legalitas, 
sekalipun terdapat kekurangan di dalamnya. 
Berkaitan dengan hal tersebut, diberikannya kewenangan kebebasan kepada 
pejabat pemerintah atau badan administrasi negara, maka secara otomatis 
menegaskan adanya kewajiban dan tugas pemerintah untuk mengupayakan 
terwujudnya pelayanan publik yang memberi kebahagiaan bagi seluruh warga 
negara. Terlebih dengan diberlakukannya ketentuan Undang-Undang No. 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi esensi dan juga pemahaman 
kepada pemerintah untuk berupaya semaksimal mungkin memberikan jaminan 
kepada setiap warga negara untuk dapat mengakses dengan mudah dan penuh 
transparansi segala bentuk pelayanan publik dan kesejahteraan umum sesuai 
dengan prinsip negara hukum kesejahteraan (welfare state). 
Kehadiran kedua undang-undang tersebut tidak lain untuk memberikan 
kepastian hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik, bahwa Undang-Undang tentang Pelayanan Publik 
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara 
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masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.16 Sejalan dengan itu, 
jaminan pelayanan publik diperkuat lagi melalui keterbukaan informasi publik. 
Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 3 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa tujuan 
diberlakukannya undang-undang ini untuk menjamin hak warga negara untuk 
mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan 
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan 
publik.17 
Kedua landasan yuridis tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan antara 
pejabat pemerintah dengan warga negara, baik dalam setiap peraturan 
kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun persoalan-persoalan 
dalam setiap lini kehidupan yang dirasakan oleh masyarakat. Atas dasar itulah, 
kewenangan sebagai spektrum bagi pejabat pemerintah dalam melakukan 
tindakan, haruslah memperhatikan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan. 
Kebijakan yang dikeluarkan dapat berbentuk positif atau negatif bagi 
pelayanan publik. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mencakup 
beberapa bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi penyelesaian atas 
masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatif, kemungkinan meliputi 
keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak 
melakukan tindakan apapun dalam masalah-masala, hal mana campur tangan 
pemerintah sebenarny diperlukan.18 
                                               
16Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bab 
II, pasal 2. 
17Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, bab II, pasal 3 huruf a. 
18Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 
Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 22-23. 
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Dengan demikian, penerapan konsep diskresi dalam wilayah negara 
kesejahteraan haruslah benar-benar diimplementasikan secara cermat dan sesuai 
peruntukannya, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pada 
hakikatnya, diskresi merupakan asas yang tidak hanya sah secara hukum, 
melainkan menjadi jawaban solutif terhadap segala persoalan-persoalan yang 
terjadi di masyarakat. 
 
B. Diskresi dalam Kerangka Peraturan Kebijakan 
Penerapan diskresi (kebebasan bertindak) dalam lapangan Hukum 
Administrasi Negara, hanya diberikan kepada pejabat pemerintah atau badan 
administrasi negara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Dengan 
diberikannya legitimasi yang sah secara yuridis, konsep diskresi pun dijadikan 
sebagai peraturan kebijakan.  
Diskresi melahirkan peraturan kebijakan yang pada hakikatnya merupakan 
produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menerbitkan suatu 
kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan berfungsi sebagai bagian dari operasional 
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak dapat mengubah 
ataupun menyimpang dari peraturan perundang-undangan.19 
Pada dasarnya, segala bentuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan 
disandarkan pada prinsip negara hukum, yaitu asas legalitas. Namun kita telah 
ketahui bersama, bahwa kandungan di dalam asas legalitas dalam merespon 
aktivitas warga negara terdapat kekurangan dan kelemahan secara tertulis, maka 
keberadaan peraturan kebijakan menempati posisi yang sentral, terutama sebagai 
konsekuensi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state). 
                                               
19Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Permata Aksara, 2016), h. 66. 
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Peraturan kebijakan sebagai suatu keputusan, dengan substansinya yang 
tertulis dan bersifat mengikat, yang memberikan aturan umum berkenaan dengan 
pertimbangan kepentingan, penetapan fakta-fakta atau penjelasan peraturan 
tertulis dalam penggunaan suatu wewenang organ pemerintahan.20 
Kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintah atau badan administrasi 
negara yang mengeluarkan peraturan kebijakan, mengandung dua pokok. 
Pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang 
diformulasikan dalam peraturan dasar wewenangnya. Kedua, kebebasan untuk 
menentukan sendiri, bagaimana dan kapan wewenang tersebut dilaksanakan. 
Kebebasan melalui kewenangan yang diberikan, sarat dengan 
penyelenggaran pemerintah yang banyak mengeluarkan kebijakan, termasuk 
kebijakan yang berdasar atas inisiatif sendiri. Kebijakan yang dikeluarkan tidak 
secara otomatis mengikat secara hukum, namun tetap memiliki relevansi hukum. 
Sehingga, dapat diterangkan secara sumir bahwa penerbitan peraturan kebijakan 
pertama kali diberlakukan kepada yang membuat kebijakan, dalam hal ini 
pejabata pemerintah atau badan administrasi negara. 
Adapun ciri-ciri peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) menurut Bagir 
Manan, antara lain: 
1. Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan; 
2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundangan tidak 
dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan; 
3. Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena 
memang tifak ada dasar peraturan perundangan untuk membuat keputusan 
peraturan kebijaksanaan tersebut; 
                                               
20Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 176. 
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4. Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan freies ermessen (diskresi) dan 
ketiadaan wewenang administrasi negara bersangkutan membuat peraturan 
perundangan; 
5. Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan pada 
doelmatigheid sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan 
yang layak; 
6. Dalam praktek diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni 
keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain. Bahkan 
dapatd dijumpai dalam bentuk peraturan.21 
Peraturan kebijakan yang hendak dibuat dan diterbitkan, harus 
memperhatikan beberapa persyaratan. Oleh Indroharto, pembuatan peraturan 
kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung 
wewenang diskresioner yang dijabarkan itu; 
2. Ia tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat; 
3. Ia harus dipersiapkan dengan cermat; semua kepentingan, keadaan-keadaan 
serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan; 
4. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-
hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkenan peraturan tersebut; 
5. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan 
ditempuh harus jelas; 
6. Ia harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak-hak yang 
telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati, 
kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan 
sampai diingkari 
                                               
21Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, h. 67. 
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Sementara itu, dalam penerapan dan penggunaannya, peraturan kebijakan 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan 
beoordelingsvrijheid (ruang kebebasan bertindak); 
2. Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku, seperti: 
a. Asas perlakuan yang sama menurut hukum; 
b. Asas kepatutan dan kewajaran; 
c. Asas keseimbangan 
d. Asas pemenuhan kebutuhan dan harapan; 
e. Asas kelayakan mempertimbangkan segala sesuatu yang relevan dengan 
kepentingan publik dan warga masyarakat. 
3. Serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. 
Kemunculan peraturan kebijakan pada dasarnya tidak berasal dari 
kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Sehingga, peraturan 
kebijakan tidak dapat diuji dari aspek rechtmatigheid, melainkan dari aspek 
doelmatigheid dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik 
(AAUPB). Dengan kata lain,22 kebijakan pemerintah akan dikategorikan sebagai 
kebijakan yang menyimpang jika di dalamnya ada unsur penyalahgunaan 
wewenang dan unsur sewenang-wenang. 
 
C. Peradilan Administrasi Negara sebagai Kontrol Pelaksanaan Diskresi 
Di dalam konsepsi negara hukum, penerapan diskresi adalah sebuah 
keniscayaan. Konsep negara hukum dalam arti luas, menjadi basis yang mendasari 
kekuasaan pelaksanaan diskresi pemerintah. Oleh karena itu, negara dalam 
kaitannya dengan pemberian wewenang kepada pejabat pemerintah yang 
                                               
22Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 185. 
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menggunakan format diskresi, berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi 
tindakan diskresi oleh pejabat pemerintah, yang pada hakikatnya membolehkan 
pemerintah bertindak menyimpang dari asas legalitas. 
Kontrol terhadap diskresi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 
penegakan hukum dalam wilayah administrasi negara. Kontrol terhadap tindakan 
pemerintah dapat berupa pengawasan dan sanksi, yang kemudian dapat menjadi 
tolok ukur atas pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan suatu tindakan 
administrasi. Meskipun diskresi bagian dari pengecualian asas legalitas, namun 
tanpa pertanggungjawaban, diskresi dapat bermakna negatif dan berpotensi untuk 
disalahgunakan oleh pemerintah. Sehingga, tidak ada pengecualian bagi 
penerapan diskresi untuk dimintai pertanggungjawaban, di samping mengontrol 
dan mengawasi pelaksanaannya. 
Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah 
dalam menjalankan fungsi kewenangannya sesuai dengan norma-norma hukum 
sebagai upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada 
situasi sebelumnya sebagai suatu upaya represif.23 Dengan pengawasan tersebut, 
pelaksanaan diskresi dibatasi sedemikian mungkin, guna memberikan 
perlindungan hukum bagi rakyat, hal mana dikemudian hari pelaksanaan diskresi 
dapat disalahgunakan oleh pejabat pemerintah. 
Sejalan dengan hal tersebut, merupakan suatu kewajaran dilakukannya 
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sebagaimana yang telah 
dikemukakan sebelumnya yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan hukum 
bagi rakyat. Keefektifan suatu pelaksanaan pengawasan harus melalui tahapan-
tahapan, berupa: 
 
                                               
23Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 297. 
57 
 
 
 
1. Menentukan standar atau dasar untuk kontrol; 
2. Mengatur pelaksanaan; 
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menemukan 
penyimpangan bila ada; 
4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan, agar 
pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.24 
Dengan adanya standar yang dibuat, maka pengawasan dapat dilakukan 
secara efektif dan menjadi ukuran antara apa yang ingin dicapai (das sollen) 
dengan apa yang terjadi (das sein). Selain pengawasan, penerapan sanksi juga 
menjadi bagian dari perlindungan hukum yang bersifat represif. Sanksi yang 
dimaksud di sini,25 adalah sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Dalam sanksi 
administrasi, sasarannya ditujukan pada perbuatannya dan bersifat reparatoir-
condemnatoir, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan 
hukuman. Sanksi dalam hukum administrasi, berupa pelaksaan pemerintahan, 
penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh 
pemerintah, dan pengenaan denda administrasi. 
Pemberlakuan sanksi kepada pejabat pemerintah terhadap tindakan yang 
dipandang sewenang-wenang merupakan hal yang sangat penting dalam lapangan 
Hukum Administrasi Negara. Selain menjadi ukuran efektivitas penegakan 
hukum, juga menjadi dasar pertimbangan apakah aturan-aturan yang di dalamnya 
memuat sanksi, telah dibuat sesuai norma-norma Hukum Administrasi Negara dan 
relevan di masyarakat. 
Selain pengawasan yang bersifat preventif dan juga represif (sanksi), 
pengawasan yang bersifat hukum terhadap tindakan pejabat pemerintah juga 
                                               
24Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 
h. 209-210. 
25Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 302. 
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sangat penting untuk diterapkan. Pengawasan hukum ini berlaku dalam lapangan 
hukum peradilan yang kemudian menjadi representasi bagi Peradilan Administrasi 
Negara dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan diskresi bagi pemerintah. 
Menurut Paulus Effendi Lotulung,26 ciri-ciri yang terdapat pada lembaga 
peradilan dalam hukum administrasi negara yaitu: 
1. Ekstern, karena dilakukan oleh suatu badan/lembaga di luar pemerintahan; 
2. A posteriori, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang 
dikontrol; 
3. Legalitas atau kontrol segi hukum karena hanya menilai dari segi hukum 
saja. 
Adanya batasan hukum terhadap pelaksanaan diskresi oleh pemerintah, 
membuat negara harus memberikan jaminan kepada rakyat secara institusional. 
Jaminan institusional tersebut memberikan ruang kepada yudisial dalam 
mengontrol dan mengawasi pelaksanaan diskresi. Secara konseptual,27 kontrol 
yudisial bukan merupakan bentuk campur tangan terhadap keleluasaan pemerintah 
dalam menjalankan fungsi kewenangannya, tetapi merupakan hal yang dapat 
membuat bekerjanya batasan hukum terhadap pemerintah sesuai asas negara 
hukum. 
Kontrol yudisial dipandang sebagai instrumen yang tepat dalam rangka 
mengawasi dan menindaklanjuti pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh pejabat 
pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh yudisial berupa penilaian tentang 
sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum 
yang dilakukan oleh lembaga peradilan.28 Kekuatan yudisial sebagai instrumen 
                                               
26Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara, h. 214-215. 
27Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, h. 116. 
28Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara, h. 215. 
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pengawasan berlaku pada semua negara yang tunduk pada asas negara hukum, 
terlebih lagi lembaga yudisial memiliki asas independensi.29  
Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam 
struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga negara di luar struktur 
resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian 
kerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim.30 Berkenaan dengan hal tersebut, 
yudisial sebagai kontrol dari pelaksanaan diskresi memberikan preskripsi kepada 
rakyat bahwa segala bentuk pelanggaran atau tindakan sewenang-wenang yang 
dilakukan oleh pejabat pemerintah, dibolehkan untuk membawa kasusnya ke 
depan pengadilan untuk diadili dan diputus sesuai ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Apabila dikaitkan dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 
(selanjutnya disingkat PTUN), maka yang dinilai secara yuridis adalah Keputusan 
Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan pemeriksaan sampai memberikan 
putusan. Artinya, peran lembaga yudisial hanya sebatas mengontrol dan 
mengawasi tindakan pejabat pemerintah, sedangkan PTUN berwenang melakukan 
pemeriksaan sampai kepada putusan yang berkaitan dengan sengketa administrasi 
negara. 
Sengketa tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5 
Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
berupa sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat atau 
badan tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat 
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN), 
                                               
29Yang dimaksud dengan asas independensi yudisial adalah setiap orang yang membawa 
kasusnya ke depan pengadilan, memiliki kepercayaan bahwa hakim-hakim yang menangani 
kasusnya tidak berada di bawah tekanan atau pengaruh supaya memutuskan kasus tersebut 
menurut cara atau mengikuti kehendak pihak tertentu. 
30Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 230.  
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termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.31 
KTUN sebagai salah satu objek sengketa yang bersifat konkret, individu, 
dan final tidak serta merta langsung di gugat melalui PTUN. KTUN yang 
mengenal adanya upaya administratif, gugatan menggunakan saluran upaya 
administrative. Dan bagi KTUN yang tidak mengenal adanya upaya administratif, 
dapat langsung menggunakan saluran PTUN.32 Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa ada dua jalur berperkara di Peradilan Administrasi Negara 
(PTUN), yaitu apabila KTUN tidak mengenal adanya upaya administratif, maka 
gugatan ditujukan kepada PTUN sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama. 
Dan bagi KTUN yang di dalamnya terdapat upaya administratif, gugatan langsung 
ditujukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negata (PT TUN). 
Keberadaan Peradilan Administrasi Negara pada negara-negara yang 
menganut konsep welfare state sangatlah penting. Sebab, hal ini menyangkut 
tentang hak-hak warga negara yang merasa dirugikan oleh tindakan hukum 
pejabat pemerintah atau badan administrasi negara terhadap kebijakan atau 
putusan yang dikeluarkan atau diterbitkan. Menurut SF. Marbun,33 tujuan 
dibentuknya peradilan administasi Negara dimaksudkan secara preventif dan 
represif. Secara preventif, peradilan administrasi Negara mencegah tindakan-
tindakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang melawan hukum atau 
merugikan rakyat. Sementara secara represif, peradilan administrasi Negara 
ditujukan terhadap tindakan-tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang 
melawan hukum dan merugikan rakyat, perlu dan harus diajtuhi sanksi. 
                                               
31Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara., bab I, pasal 1 angka 4.  
32Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, h. 183. 
33Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara, h. 232, 
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Namun dalam implementasinya, kontrol dan pengawasan Peradilan 
Administrasi Negara terhadap tindakan pejabat pemerintah masih memunculkan 
pesimisme. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan putusan, dimana pejabat 
yang kalah berperkara atau terbukti secara hukum melakukan tindakan yang 
merugikan rakyat, tidak mau melaksanakan putusan PTUN. Selain itu, di dalam 
Pasal 116 ayat 4 UU No. 9 Tahun 2004, jika pejabat tidak melaksanakan putusan 
PTUN, maka dikenakan sanksi berupa upaya paksa membayar sejumlah uang 
paksa dan atau sanksi administratif. Ketentuan tersebut dalam penerapannya juga 
masih tidak ada kejelasan dalam hal kepada siapa uang paksa tersebut dibebankan, 
apakah terhadap pribadi pejabat yang digugat atau kepada instansi tempat pejabat 
tersebut mengeluarkan KTUN.  
Selain itu, pelaksanaan putusan juga sering ditunda apabila pejabat atau 
badan tata usaha negara yang kalah dalam berperkara, mengajukan upaya 
banding, kasasi, sampai kepada peninjauan kembali. Berkenaan dengan hal 
tersebut, pengenaan sanksi semestinya dilakukan oleh suatu lembaga atau pejabat 
yang secara khusus diberi kewenangan menerapkan sanksi, sehingga putusan 
hakim yang tidak diindahkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang kalah 
dalam berperkara, dapat dijatuhi sanksi sesuai prosedur dan mekanisme 
penyelesaiannya. 
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BAB IV 
PENERAPAN DISKRESI DALAM KETATANEGARAAN ISLAM 
A. Konsep Diskresi dalam Ketatanegaraan Islam 
Pada hakikatnya, konsep diskresi dalam kaitannya dengan tujuan negara 
adalah untuk menegakkan keadilan, mewujudkan persamaan hak, dan juga 
terciptanya kesejahteraan bagi warga negara. Diskresi sebagai pelengkap atas 
kelemahan dan kekurangan dari prinsip asas legalitas, menjadikan 
penyelenggaraan negara diharapkan dapat berjalan semaksimal mungkin dalam 
rangka menjawab segala persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. 
Sebagai konsekuensi dari negara kesejahteraan (welfare state), tugas pejabat 
pemerintah atau badan administrasi negara dalam melakukan tindakan hukum, 
tidak lagi terbatas pada undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif. 
Sebab pemerintah tidak hanya dibebani untuk menjaga ketertiban dan keamanan 
saja, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan sosial melalui campur tangan 
pemerintah terhadap kehidupan masyarakat.  
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka 
kesejahteraan umum, maka pejabat pemerintah atau badan administrasi negara 
diberikan kewenangan secara bebas, tanpa terikat secara mutlak oleh peraturan 
perundang-undangan. Kebebasan tersebut kemudian disebut dengan diskresi, yang 
secara hukum telah mendapatkan keabsahan sebagai suatu asas yang berlaku 
secara sah di negara hukum dan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa meskipun pejabat 
pemerintah atau badan administrasi negara diberikan kewenangan secara bebas 
atau menentukan kebijakan berdasarkan inisiatif dan pertimbangan sendiri, namun 
tetap harus memperhatikan rambu-rambu yang diamantkan oleh asas legalitas 
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sebagai prinsip suatu negara hukum. Prinsip yang terkandung dalam asas legalitas 
meliputi materiil legality yang menghendaki pelaksanaan hukum harus melalui 
putusan-putusan pengadilan dan menurut isinya harus sesuai dengan peraturan-
peraturan hukum. Selain itu, juga ada prinsip formal legality yang mengisyaratkan 
untuk memperhatikan hierariki peraturan perundang-undangan yang ada, serta 
seluruh lapangan hukum.1 
Selain berpedoman pada prinsip asas legalitas, syarat penggunaan diskresi 
oleh pejabat pemerintah atau badan administrasi negara adalah memperhatikan 
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang mana dalam AAUPB 
meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, 
tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan 
pelayanan yang baik. 
Semua yang terkandung di dalam AAUPB tersebut merupakan bagian yang 
esensial dalam aspek kehidupan masyarakat, sehingga pejabat pemerintah atau 
badan administrasi negara yang telah diberikan kewenangan secara atributif oleh 
peraturan perundang-undangan, maupun kepercayaan dari rakyat untuk 
mewujudkan kesejahteraan, sudah seyogiyanya menyatukan niat dan berusaha 
semaksimal mungkin untuk menggunakan diskresi sesuai peruntukannya dan 
melahirkan suatu pelayanan publik yang mampu menjawab segala tantangan 
masyarakat dan menjaga kesejahteraan warga negara.  
Tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung pada konsep diskresi, sejatinya 
sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep ketatanegaraan 
Islam (siyasah syar‟iyyah) sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari hal ihwal 
mengenai seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk 
                                               
1Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara 
Press, 2015), h. 35 
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hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan 
dengan berdasar pada ajaran dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.2 
Baik secara definitif maupun prospek kajian ketatanegaraan Islam 
menggambarkan bahwa kewenangan dalam membuat segala aturan hukum, 
termasuk peraturan kebijaksanaan yang berkaitan dengan operasional 
penyelenggaraan negara serta mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada 
pemerintah atau ulil amri. Atas dasar itu, segala bentuk peraturan perundangan-
undangan maupun peraturan kebijakan yang diterbitkan bersifat mengikat dan 
wajib ditaati oleh masyarakat untuk dilaksanakan, selama peraturan tersebut 
secara substantif tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana firman Allah 
swt. dalam QS al-Nisā‟/4: 58-59. 
 
َََ َََ   َ َ  َ  َ  ََََ
  َ َََ ََ ََََ َ َ َ  ََ   َ
  َ    َ  َ َ   َ َ  َ ََََ  ََ
ََ َ َ  ََ َ َ  َ  َ ََ ََ
   َ  ََ 
 
Terjemahnya: 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, 
Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara 
kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu 
                                               
2Usman Jafar, Fiqh Siyasah; Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 48. 
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beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.3 
Pada ayat 58 berkaitan dengan pemegang kekuasaan dalam menyampaikan 
dan menjalankan amanat, dalam hal ini pemerintah diberikan kewajiban untuk 
menyampaikan amanat dan menetapkan hukum. Sementara itu, ayat 59 berkaitan 
dengan hubungan antara penguasa atau pemegang kekuasaan dengan rakyat, dan 
kewajiban mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi perintahnya. 
Salah satu bidang ketatanegaraan Islam dalam mengatur penyelenggaraan 
negara dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat adalah siyasah 
dusturiyah (siyasah perundang-undangan). Dalam prinsip siyasah dusturiyah,4 
kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan adalah menjaga ketertiban 
agar masyarakat sebisa mungkin menjalankan kehidupannya secara wajar. 
Pemerintah pada dasarnya dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi 
pemerintah menjadi tumpuan kepercayaan masyarakat untuk melayani seluruh lini 
kehidupan di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. 
Menurut Muhammad Abduh,5 syariat Islam telah menetapkan hak-hak bagi 
pejabat pemerintah terpisah dari kekuasaan agama. Pejabat pemerintah hanya 
berhak mengatur penyelenggaraan negara dengan peraturan kebijakan yang 
dikeluarkannya. Pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, harus 
berpegang teguh pada asas legalitas. Asas legalitas menjadi ukuran terhadap 
pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam kaitannya dengan asas legalitas, Allah 
swt. berfirman dalam QS al-Isrā‟/17: 15. 
 
                                               
3Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2013), h. 87. 
4Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam; Siyasah Dusturiyah (Bandung: 
Pustaka Setia, 2012), h. 27. 
5Darmawati H, Demokrasi dalam Islam; Suatu Tinjauan Fikih Siyasah (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 162 
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 َ  َ َ َ  ََ ََ َ ََََ َ  َ َ
 ََََ ََ َ َََ
 
Terjemahnya: 
Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah) maka sesungguhnya itu 
untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa tersesat maka 
sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa 
tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa 
sebelum Kami mengutus seorang rasul.6 
Asas legalitas yang diterapkan tentunya bergantung pada pemerintahan yang 
sedang berkuasa, sehingga pengaturan dan operasional hukum berkaitan pada 
nash-nash atau pasal-pasal yang termaktub dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, konsepsi politik Islam yang dicita-
citakan adalah bahwa syariat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara.7 
Selain itu, perlu diperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik 
sebagai bagian yang terintegralkan dalam perwujudan pemerintahan negara. Suatu 
pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan tugas-tugas negara harus 
berdasarkan pada: 
1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan; 
2. Perencanaan dalam pembangunan; 
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh 
pemerintah; 
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat; 
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, 
dan penganalisaan; 
6. Keadilan tata usaha/administrasi negara; 
                                               
6Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 283. 
7Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam; Siyasah Dusturiyah, h. 29. 
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7. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.8 
Asas-asas tersebut hendaknya dapat diterapkan oleh pejabat pemerintah 
dalam mengambil dan merumuskan kebijakan publik, serta keputusan pada 
khususnya. 
Pada hakikatnya, penggunaan diskresi hanya dibebankan kepada pejabat 
pemerintah atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan hukum. 
Sehingga untuk terselenggaranya tugas-tugas pemerintah, maka rakyat harus 
mendukung sekaligus mengawasi tindakan pemerintah yang oleh al-Quran 
sebagai ulil amri yang harus ditaati. Dengan diberikannya kewenangan kepada 
pejabat pemerintah, termasuk diberikannya kebebasan dalam membuat kebijakan 
atas inisiatif sendiri, maka apabila pemerintah telah melaksanakan hak-hak rakyat, 
berarti ia telah melaksanakan hak-hak Allah yang telah diamanahkan kepadanya. 
Selain dipersamakan sebagai ulil amri, kontekstualisasi pejabat pemerintah 
juga dapat dijumpai dalam al-Quran sebagai istilah khalifah, yang pada dasarnya 
berkaitan dengan tugas-tugas pemimpin. Allah swt. berfirman dalam QS al-
Baqarah/ 2: 30. 
 ََ َ   ََ ََ  َََ 
Terjemahnya: 
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 
hendak menjadikan khalifah di muka bumi”.9 
Eksistensial khalifah dalam konsep politik adalah menegakkan hukum 
dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang benar.10 Pandangan lain terkait 
ayat tersebut adalah berkaitan dengan larangan pemimpin untuk tidak mengikuti 
kehendak hawa nafsunya dalam membuat dan menerbitkan peraturan kebijakan. 
                                               
8Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam; Siyasah Dusturiyah, h. 30. 
9Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 6. 
10Darmawati H, Demokrasi dalam Islam; Suatu Tinjauan Fikih Siyasah, h. 165. 
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Sarat dengan pejabat pemerintah yang menggunakan format diskresi dalam 
melakukan tindakan hukum, meskipun secara yuridis dibenarkan dan 
mendapatkan keabsahan, namun diskresi tetap harus digunakan secara tepat dan 
sesuai peruntukannya, yaitu menyejahterakan warga negara. Pejabat pemerintah 
yang menggunakan kekuasaan diskresi untuk kepentingan pribadi atau pihak 
tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi rakyat, 
maka pejabat tersebut secara hukum administrasi telah melakukan pelanggaran 
berupa penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), yang kemudian 
dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam ayat yang lain, pejabat pemerintah juga memiliki tugas lain, 
sebagaimana terkandung dalam QS Hud/11: 61. 
 َ َ َ  َ   ََ 
Terjemahnya: 
Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikamu 
pemakmurnya.11 
Memakmurkan bumi, sangat berkaitan erat dengan prinsip kesejahteraan 
masyarakat, yang juga menjadi konsekuensi logis dari ajaran welfare state. 
Penyelenggaran kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan 
memakmurkan bumi, dapat berupa sarana pembangunan material, terjaminnya 
pelayanan kesehatan, infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, dan lain 
sebagainya.  Tugas-tugas pemerintah selain bersumber dari agama, juga 
bersumber dari masyarakat, berupa penegakan hukum pidana dan menjaga hak-
hak pribadi masyarakat. 
Berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah, perlu juga diterangkan secara 
sumir mengenai responsif rakyat terhadap tugas-tugas yang dijalankan oleh 
pejabat pemerintah, baik yang menyangkut kepentingan hak maupun kewajiban 
                                               
11Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 228. 
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rakyat. Hal ini tidak lepas dari adanya hubungan timbal balik dan saling 
mempengaruhi antara pejabat pemerintah dengan rakyat. Dimana pengaruh 
pemerintah sebagai pengurus rakyat memiliki makna bahwa pejabat pemerintah 
terlibat aktif dalam mengurus segala aspek kehidupan masyarakat yang 
menyangkut kesejahteraan umum. Sementara itu, pemerintah sebagai pengatur 
bermakna bahwa pemerintah terlibat dalam pembuatan dan penerbitan, serta 
pelaksanaan peraturan undang-undangan.12 
Atas dasar itu, sikap responsif rakyat terhadap pemerintah adalah ketaatan. 
Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam QS al-Nisā‟/4: 59 tentang perintah 
mentaati Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri. Menurut Quraish Shihab,13 ayat tersebut 
tidak disebutkan kata taat kepada ulil amri, hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan 
kepada pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan 
ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh 
Bukhari. 
 
 َنَّل  س  ّ َ  َ ْ٘  ل  ػَ اللهَ َّٔل  صَ اللهَ  لْ س  سَ َّى أ  ٌََْ  ػَ اللهَ  ٖ ـ  ض  سَ ة  شٗ  ش ُا بأَ  غ  و  سَ َعا  ط أْذ م فَٖ ٌ  ػا  ط أَْي  هَ  لا ل
َْذ م فَ ٕ  ش٘  ه أَ ٔ  ص ػَ ْي  ه  ّ َ ٖ ٌ  ػا ط أَ ْذ م فَ ٕ  ش٘  ه أَ  عا ط أَ ْي  ه  ّ َ  اللهَ ٔ ص ػَ ْذ م فَ ٖ ًا  ص ػَ ْي  ه  ّ َ  الله
)ٓساخبلاٍَاّس(َٖ ًا  ص ػَ
Artinya: 
Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang taat 
kepadaku, berarti ia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa yang durhaka 
kepadaku, berarti ia telah durhaka kepada Allah, dan barangsiapa yang taat 
kepada amirku (yang muslim), maka ia taat kepadaku dan barangsiapa yang 
maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku. (HR. Bukhari) 
                                               
12Gusti Ayu Ratih Damayanti, “Freies Ermessen dalam Konsep Negara Kesejahteraan”, 
https://media.neliti.com/media/publications/72944-ID-freies-ermessen-dalam-konsep-negara 
kese.pdf. (Diakses 22 Juni 2019). 
13Darmawati H, Demokrasi dalam Islam; Suatu Tinjauan Fikih Siyasah, h. 173. 
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Dapat diterangkan secara logis, apabila peraturan kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pejabat pemerintah atau badan administrasi negara bertentangan 
dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak diwajibkan dan pula 
dibenarkan untuk taat kepada pemerintah. Persoalan taat atau tidaknya kepada 
pemerintah juga berlandaskan pada kaidah fikih, yaitu: 
 
كلاخلاَت٘صؼهَٔفَقْلخولَتػاطلا
14
 
“Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada suatu makhluk bila mengantar 
kepada kedurhakaan kepada Khalik (Allah).” 
Namun di sisi lain, bilamana tindakan dan atau peraturan kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pejabat pemerintah tidak bertentangan dengan aturan atau 
mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, maka segala aktivitas pemerintah wajib 
ditaati. 
Di samping ketaatan kepada pemerintah, rakyat juga mempunyai 
kewajiban untuk mengawasi segala bentuk tindakan pejabat pemerintah. Pada 
dasarnya, pengawasan tersebut merupakan kewajiban setiap orang. Sebagaimana 
firman Allah dalam QS Āli „Imrān/3: 104. 
 
  َ ََ   َ َ َ   َ  َ  َ َ  ََ
   ََ   َََ
Terjemahnya: 
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.15 
Selain asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pejabat 
pemerintah dalam menggunakan diskresi untuk bertindak, juga harus 
                                               
14Darmawati H, Demokrasi dalam Islam; Suatu Tinjauan Fikih Siyasah, h. 174. 
15Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 63. 
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memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan dapat dikonsepsikan dalam tiga 
kategori:16 
1. Keadilan dalam arti ketaatan terhadap hukum, barangsiapa yang taat kepada 
hukum, maka ia melakukan keadilan dan siapa yang tidak taat kepada 
hukum, maka ia melakukan ketidakadilan. 
2. Keadilan dalam arti sama yaitu pembagian nikmat dan beban yang 
didasarkan pada keseimbangan yang sama. 
3. Keadilan dalam arti seimbang (proporsional) yaitu pembagian nikmat dan 
beban yang didasarkan pada kesebandingan yang seimbang. 
Dalam wilayah ketatanegaraan, prinsip keadilan ditempatkan pada posisi 
sentral guna memposisikan secara merata seluruh hak dan kewajiban warga 
negara. Beberapa para ahli ketatanegaraan Islam, menyatakan bahwa keadilan 
adalah keniscayaan dari maqashid syariah. Sebuah pesimisme terwujudnya 
masyarakat yang sejahtera tanpa adanya keadilan di dalamnya. Keberadaan 
prinsip keadilan dalam ketatanegaraan, membuat Islam dapat membasmi tindakan 
yang mencabut hak-hak orang lain untuk mendapatkan kekayaan alam dan 
kesejahteraan dalam suatu negara.17 
Meskipun pengaturan prinsip keadilan tidak dirincikan dalam al-Qur‟an 
dengan sistem yang jelas dan konkret dalam penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintahan, namun al-Qur‟an menyodorkan prinsip-prinsip dasar yang harus 
dijadikan acuan dalam pengelolaan pemerintah demi mewujudkan keadilan 
sosial.18 Konsep keadilan itu sudah diterangkan oleh Allah swt dalam QS al-
                                               
16Marilang, “Hukum dan Keadilan”, Jurnal Konstitusi PKK UIN Alauddin Makassar III, 
no. 1 (Juni 2011): h. 69. 
17Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam; Siyasah Dusturiyah, h. 33. 
18Usman Jafar, Fiqh Siyasah; Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam, h. 16. 
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Nisā‟/4: 58, demikian juga dalam QS QS Āli „Imrān/3: 159 tentang konsep dan 
prinsip musyawarah. 
Berkaitan dengan hal tersebut, preskripsi mengenai asas keadilan ditinjau 
dari aspek ketatanegaraan Islam, sekaligus menjadi penguatan terhadap 
keberadaan diskresi, yang seringkali dipandang secara negatif dan menempatkan 
diskresi sebagai aktivitas yang mengkhawatirkan terhadap maraknya tindak 
pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, bahwa diskresi dalam 
penggunaannya secara tepat dan berlandaskan asas keadilan, akan memberikan 
warna positif terhadap aspek kehidupan masyarakat, yaitu terwujudnya 
kesejahteraan umum. 
Selain itu, pemberlakuan konsep diskresi yang terdapat dalam aspek 
ketatanegaraan Islam juga berupa prinsip persamaan. Sebagai negara yang 
menganut negara kesejahteraan (welfare state), sudah semestinya pejabat 
pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dengan berpedoman 
pada prinsip persamaan (equality). 
Persamaan dalam ketatanegaraan Islam berupa persamaan konstitusional 
(qanuniyyah), bukan persamaan faktual (fa‟liyyah). Dapat diartikan bahwa 
persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah setiap orang harus dijamin setara 
oleh undang-undang, walaupun dalam kenyatannya (faktual) memiliki perbedaan 
seperti fisik, kapasitas intelektual, kekayaan dan sebagainya. Sebagaimana dalam 
QS al-Nisā‟/4: 1 Allah swt. berfirman: 
 
  ََ َ َ َ  َ َ َ َ ََ  َ َ
َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ َ   َََ َ َ
َ َََ
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Terjemahnya: 
Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan 
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.19 
Ayat tersebut menjelaskan secara tegas bahwa semua manusia pada 
dasarnya sama, sekalipun seorang nabi. Sebab, Islam tidak mengenal adanya 
istilah superior dan inferior. Semua warga negara memiliki persamaan hak, tanpa 
memandang warna kulit, suku bangsa, dan bahasa. Sebagaimana dalam QS al-
Hujurat/49: 10. 
 
 َ   َ  َ    ََ   ََ   ََ َ  َََ
 
Terjemahnya: 
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.20 
Dengan demikian, konsep diskresi dalam perspektif ketatanegaran Islam 
(Siyasah Syariyyah) pada dasarnya memiliki persamaan dengan konsep 
ketatanegaraan berbasis Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum melalui 
tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan sesuai rambu-rambu 
peraturan perundang-undangan. Dalam ketatanegaraan Islam, pemerintah atau ulil 
amri yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan kebijaksanaan 
hendaknya berpedoman pada dasar pokok hukum Islam yaitu al-Quran dan hadis. 
Begitu pun dengan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah atau badan 
administrasi negara, meskipun konsep diskresi hadir untuk mengisi dan menutup 
kelemahan serta kekurangan asas legalitas, namun dalam penerapannya diskresi 
                                               
19Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 77. 
20Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 516. 
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tetap harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip asas legalitas, sebagai 
konsekuensi dari negara hukum. 
Selain itu, penerapan diskresi dalam ketatanegaraan Islam menerangkan 
adanya hubungan pemerintah dengan rakyat yang diikat oleh peraturan 
perundang-undangan yang diberlakukan. Sehingga, pejabat pemerintah atau badan 
administrasi negara harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang 
baik, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam kehidupan masyarakat seperti 
prinsip keadilan, persamaan hak, dan ketaatan kepada pemimpin.  
 
B. Kerangka dan Produk Diskresi dalam Ketatanegaraan Islam 
Secara prinsip, keberadaan konsep diskresi dalam penyelenggaraan 
pemerintah sedianya bersifat situasional atau sesuai peruntukannya. Diskresi 
adalah kekuasaan yang mengandung secara khusus, yaitu pengecualian dari situasi 
normal. Dalam situasi normal, maka kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan atau 
kewenangan terikat. Artinya, dalam situasi tersebut, asas legalitas harus menjadi 
tumpuan dan pondasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam perspektif siyasah dusturiyah juga 
mengindikasikan bahwa segala bentuk kehidupan yang dijalankan secara normal, 
termasuk persoalan-persoalan tersebut penyelesaiannya terdapat dalam nash al-
Qur‟an dan hadis, maka pejabat pemerintah atau badan administrasi negara harus 
tetap menjadikan al-Qur‟an dan hadis sebagai sumber hukum Islam dan sumber 
penggalian hukum tertinggi. 
Dengan masuknya periode setelah wafatnya Rasulullah saw, kekuasaan 
Islam telah melakukan begitu banyak ekspansi di luar semenanjung Arab. 
Akibatnya, berbagai persoalan-perosalan kehidupan mulai bermunculan dan tidak 
pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk itu, para sahabat dalam 
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menyelesaikan kasus-kasus tersebut berpedoman pada nash-nash syara‟ dan 
apabila tidak ditemukan secara eksplisit di dalam nash, maka mereka berijtihad.  
Dapat diterangkan secara sumir, bahwa ijtihad format diskresi menjadi 
kerangka dan produk hukum para sahabat dalam menggali dan menetapkan 
hukum dengan tetap memperhatikan batas-batas yang diisyaratkan oleh al-Qur‟an 
dan hadis. Ijtihad dalam pengaplikasiannya merupakan sumber hukum Islam 
setelah al-Quran dan Hadis. 
Ijtihad adalah masdar dari fi‟il madzi yaitu ijtihada. Penambahan hamzah 
dan ta‟ pada kata jahada menjadi ijtihada pada wazan ifta‟ala berarti usaha itu 
lebih sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, ijtihad berarti usaha keras atau 
pengerahan daya upaya. Secara terminologi,21 menurut Muhammad Abu Zahra, 
ijtihad yaitu: 
 
 َد أَْي  هَ  تَّ٘  ل  و ؼلْاَ  ما  كْح لأْاَ  طا بٌْ  تْسأَ فًَت ؼْس  ّ َ  َ ْ٘  م فْااَ لَْز بَ َتَّ٘  ل٘  صْفَّتلاا  ِ  تَّل 
Artinya: 
Pengerahan segala kemampuan seorang ahli fiqh dalam menetapkan 
(istinbath) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalinya 
secara terperinci. 
Sementara itu, menurut Abdul Wahhab Khallaf, ijtihad adalah mencurahkan 
daya pikir untuk memperoleh kesimpulan hukum syar‟i dari dalil-dalil tafsili di 
antara dalil-dalil syari‟iyah. 
Dari beberapa definisi tersebut, dapat diterangkan secara ringkas bahwa 
ijtihad merupakan kegiatan yang melibatkan penalaran dalam rangka memperoleh 
adanya hukum dalam masalah-masalah yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam 
nash al-Quran dan Hadis. 
Kedudukan ijtihad memiliki dasar yang fundamental dalam ajaran hukum 
Islam, bahkan dalam ketatanegaraan Islam, ijtihad menjadi hal yang sangat 
                                               
21Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), h. 253 
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penting dalam menyelesaikan masalah kenegaraan dan kehidupan masyarakat 
yang berkembang sesuai kebutuhan zaman. Di dalam al-Quran, terdapat beberapa 
ayat yang memberikan isyarat tentang kebolehan berijtihad. 
QS al-Nisā‟/ 4: 105. 
 
ََ َ َ  َ َََ َ  َ َََ َ
  َ َََ
Terjemahnya: 
Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah 
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 
yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.22 
QS al-Nisā‟/4: 59. 
 
  َ  َ   َ  َ َ   َ َ  َ ََََ  ََ
ََ َ َ  ََ َ َ  َ  َ ََ ََ
   َ َََ
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.23 
Adapun dalam hadis Nabi mengenai penghargaan terhadap hasil ijtihad. 
Rasulullah saw. bersabda:  
“Apabila seorang hakim memutuskan perkara kemudian ia berijtihad lalu 
hasil ijtihadnya dinilai benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila 
seorang hakim memutuskan perkara kemudian ijtihadnya dinilai salah, maka 
ia mendapatkan satu pahala.” (HR. Bukhari) 
                                               
22Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 95. 
23Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 87. 
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Untuk melakukan ijtihad, maka seseorang atau kelompok (jamaah) yang 
hendak melakukan ijtihad, harus memperhatikan terlebih dahulu syarat-syarat 
ditetapkannya sebagai seorang mujtahid. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan 
beberapa syarat-syarat menjadi seorang mujtahid:24 
1. Mengetahui makna ayat ahkam yang terdapat dalam al-Quran, baik secara 
bahasa maupun secara istilah syara‟, tidak perlu di hafal namun cukup 
mengetahui tempat-tempat ayat tersebut berada, sehingga mudah untuk 
mencarinya ketika dibutuhkan. Menurut al-Ghazali, al-Razi, dan Ibn Arabi, 
jumlah ayat-ayat ahkam yang perlu dikuasai adalah sekitar 500 ayat. 
2. Mengetahui hadis-hadis ahkam baik secara bahasa maupun istilah. Tidak 
perlu dihafal sebagaimana al-Quran. Menurut Ibn Arabi, hadis ahkam 
berjumlah 3.000 hadis, dan menurut Ahmad bin Hambal ada sekitar 1.200 
hadis. Namun, menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa yang terpenting mujtahid 
mengerti seluruh hadis hukum yang tersapat dalam kitab-kitab shahih. 
3. Mengetahui al-Quran dan Hadis yang telah dinasakh dan mengetahui ayat 
dan hadis yang menasakh. Tujuannya agar mujtahid tidak megambil 
kesimpulan dari nas yang sudah tidak berlaku lagi. 
4. Mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi oleh ijma, sehingga ia 
tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma. 
5. Mengetahui qiyas dan sesuatu yang berhubungan dengan qiyas seperti 
rukun, syarat, illat, maslahah manusia, dan sumber syariat secara 
keseluruhan. 
6. Menguasai bahasa Arab tentang nahwu, saraf, maani, bayan, dan uslub-nya, 
karena al-Quran dan Haids itu berbahasa Arab. 
                                               
24Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, h. 257-258. 
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7. Mengetahui ushul fiqih, karena ushul fiqih merupakan tiang ijtihad berupa 
dalil-dalil secara terperinci yang menunjukkan hukum melalui cara tertentu 
seperti amr, nahy, am, dan khas.  
8. Mengetahui maqashid al-syariah dalam penetapan hukum, karena 
pemahaman nas dan penerapannya dalam peristiwa bergantung kepada 
maqashid al-syariah. 
Jadi proses ijtihad dalam konteks diskresi adalah ijtihad yang bukan 
dilakukan oleh seorang mujtahid, akan tetapi ijtihad yang dilakukan belum sampai 
pada tataran sesungguhnya (substantif) yaitu dilakukan oleh mujtahid. Hal ini 
sesuai dengan hadis Nabi saw. 
“Barangsiapa melakukan ijtihad dan benar, ia mendapat dua pahala. Dan 
jika ijtihadnya salah, ia mendapat satu pahala.” 
Ijtihad yang dimaksud dalam kaidah ini sebenarnya berlaku dalam skala 
yang sangat luas, baik bagi mujtahid maupun setiap muslim yang belum mencapai 
kapasitas sebagai mujtahid. Artinya, ijtihad dalam kaidah ini tidak hanya berlaku 
dalam pengertian secara terminologis yang hanya membatasi kegiatan ijtihad bagi 
para mujtahid. Ijtihad yang dimaksud di sini lebih cenderung pada pemaknaan 
ijtihad secara leksikal, yakni usaha seseorang dalam menentukan status hukum 
bagi masalah-masalah yang dihadapi, baik mujtahid maupun bukan, semuanya 
bisa melakukannya. 
Selain ijtihad sebagai landasan ketatanegaraan Islam dalam memberikan 
pandangan secara konseptual terhadap konsep diskresi pejabat pemerintah, juga 
terdapat kaidah fikih yang selaras dengan penerapan dan penggunaan diskresi 
yaitu Dharūrah. Sebagaimana dalam kaidah ini menyatakan. 
 َثا  س ْْ  ظْح  ولاَ  حْ٘  ب تَ  ثا  س ّْ  ش َّضلا 
 
“Kondisi Dharūrah akan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang” 
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Begitu banyak cakupan permasalahan dalam kaidah ini, termasuk 
menempuh jalan yang semula haram menjadi sebuah kebolehan. Semua itu dalam 
keadaan kondisi yang memaksa atau terdesak. Bila keadaannya sudah normal, 
maka pemberlakuan hukum kembali menurut statusnya. Atas dasar itu, hukum 
syara memberikan batasan di dalam menggunakan kaidah ini, hal mana ukuran 
daruratnya semata-mata untuk melepaskan diri dari bahaya dan dalam keadaan 
yang sangat memaksa. 
Adapun hukum dharūrah yang berkaitan dengan perkara yang wajib, maka 
hukumnya wajib dipelihara. Tidak boleh membinasakan sesuatu dengan hukum 
kecuali pemeliharaan tersebut mengarah pada kerusakan. Sehingga, diperlukan 
ijtihad untuk memelihara agama, dan jika perlu jiwa harus dikorbankan. Sebab, 
memelihara agama itu lebih pentng dari memelihara jiwa. Diperbolehkan minum 
khamr apabila perasaan tidak suka meminumnya itu mungkin akan melenyapkan 
jiwa, atau anggota tubuh, atau terpaksa karena dahaga. Memelihara jiwa itu lebih 
utama dari memelihara akal. Apabila tidak suka untuk melenyapkan harta lainnya, 
diperbolehkan baginya karena takut jiwanya akan binasa, yaitu melenyapkan harta 
benda orang lain. Inilah hukum dharūrah, memelihara hukum dharūrah itu lebih 
penting. 
Nilai maslahah yang terkandung dalam kaidah dharūrah merupakan sesuatu 
yang telah disepakati para ulama. Sehingga wajib dilakukan walaupun dalam sisi 
lain mengandung unsur dharar. Kaidah ini termasuk kategori maslahah mursalah 
yang wajib menjadi pertimbangan apabila mengandung nilai maslahah yang 
primer (dharūrat), pasti (qathiyyat), dan universal (kulliyat). 
Yang dimaksud dharūrat adalah salah satu dari lima prinsip pemeliharan, 
yakni memelihara agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), 
memelihara akal (hifzh al-aql), memelihara keturunan (hifzh al-nasl), dan 
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memelihara harta (hizh al-mal). Sedangkan yang dimaksud qathiyyat ialah 
kemaslahatan yang sudah pasti tercapai. Sementara kulliyat sebagai kemaslahatan 
yang mempunyai manfaat menyeluruh dan universal bagi seluruh umat Islam. 
Atas dasar itu, bila dikaitkan dalam konsep diskresi dan ketatanegaraan 
Islam, maka pemimpin yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan dan 
menerbitkan peraturan kebijaksanaan, seharusnya adalah seorang mujtahid. Akan 
tetapi dalam perkembangannya, sulit ditemukan orang-orang yang memiliki 
kapasitas keilmuan sebagai mujtahid. Dewasa ini, para pejabat pemerintah yang 
diberikan kewenangan berasal dari politikus murni, bahkan ada beberapa yang 
menjadi makelar politik. Karena itu menurut al-Ghazali, bila seorang pemimpin 
belum mencapai derajat mujtahid, namun ia telah diberikan kewenangan dari 
rakyat, maka segala keputusan atau kebijakan yang diambilnya sah secara hukum. 
Semua itu dianggap sebagai kondisi darurat, sehingga hal-hal sebelumnya yang 
dilarang menjadi boleh dilaksanakan. 
Dengan demikian, kaidah Dharūrah diterapkan dalam keadaan terpaksa atau 
mendeseak. Sehingga setiap orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam 
keadaan biasa terlarang, karena apabila tidak demikian, mungkin akan 
menimbulkan kemudharatan pada dirinya dan masyarakat luas. 
 
C. Penerapan Diskresi dalam Ketatanegaraan Islam 
Penggunaan diskresi yang diberikan kepada pejabat negara dalam membuat 
suatu peraturan kebijaksanaan harus tetap berada dalam batas-batas yang 
dimungkinkan oleh hukum. Diskresi tidak boleh bertentangan dengan hukum 
yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dalam 
perspektif ketatanegaraan Islam, praktek ijtihad model diskresi ini dalam 
penerapannya harus diorientasikan kepada tajdid (pembaruan), sebab setiap 
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pemerintahan yang berkuasa memiliki ciri dan model yang berbeda dengan 
pemerintahan sebelumnya, sehingga diperlukan suatu perubahan hukum. Hal ini 
semata-mata dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta 
terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan-persoalan di 
segala aspek kehidupan yang semakin kompleks. 
Eksistensi pembaruan ini dalam rangka untuk mencari kebenaran.25 Namun 
demikian, tidak sepenuhnya hasil ijtihad merupakan hasil dari pembaruan ijtihad 
sebelumnya. Sebab hasil ijtihad yang baru, memungkinkan adanya kesamaan 
dengan ijtihad yang lama, bahkan bilamana terdapat perbedaan hasil, ijtihad yang 
baru tidak dapat merubah kedudukan ijtihad yang lama. Sebagaimana dalam 
kaidah fikih al-ijtihad la yanqudhu bi al-ijtihad, yaitu ijtihad itu tidak dapat 
dibatalkan dengan ijtihad pula. 
Penerapan ijtihad model diskresi secara historis Islam, selalu dilakukan dari 
masa ke masa, yakni sejak masa kepemimpinan Rasulullah saw, kemudian masa 
Khulafaur Rasyidin, sampai kepada generasi berikutnya. Pada implementasinya di 
zaman Nabi, orang tidak membutuhkan ijtihad. Sebab, permasalahan yang belum 
ada hukumnya, dapat ditanyakan langsung kepada Rasulullah saw. dan Beliau 
menjawabnya berdasarkan petunjuk wahyu. 
Namun, ada beberapa hadis yang memberikan preskripsi bahwa beliau pada 
zamannya telah melakukan ijtihad. Beliau melakukan qiyas terkait peristiwa yang 
dialami oleh Umar bin Khattab r.a. 
Wahai Rasulullah, hari ini saya telah melakukan perbuatan yang besar. Saya 
mencium isteri saya, padahal saya sedang berpuasa. Maka Rasulullah saw. 
bersabda kepadanya: Bagaimana pendapatmu, seandainya kamu berkumur-
kumur dengan air dikala kamu sedang berpuasa? Saya menjawab: Tidak 
apa-apa. Dengan yang demikian, kemudian Rasulullah saw. bersabda: Maka 
tetaplah kamu berpuasa. (HR. Abu Dawud) 
                                               
25Muhaimin, dkk. Kawasan dan Wawasan Studi Islam (Jakarta: Kencana, 2005), h. 180. 
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Dalam hadis berikutnya, Rasulullah saw. bersabda: 
Seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatku, niscaya 
kuperintahkan kepada mereka bersiwak (bersikat gigi) setiap akan 
melakukan shalat. (HR. Abu Dawud) 
Dapat diterangkan secara sumir, bahwa hadis tersebut oleh Muhammad Ali 
Al-Sayis menunjukkan adanya pilihan yang diberikan oleh Rasulullah saw. 
terhadap berbagai urusan, demi menjaga kemaslahatan pada umatnya. Manakala 
beliau tidak diperbolehkan melakukan ijtihad, hal itu tidak akan terjadi. Ijtihad 
yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sebagai perwujudan dalam pembinaan 
syariat Islam, sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang terjadi di 
tengah masyarakat. 
Kedudukan Rasulullah saw. sebagai pemberi penjelasan (al-mubayyin) 
melalui kontekstualisasi ijtihad, menjadikan beliau terlibat dalam berbagai aspek 
kehidupan manusia. Karena begitu kompleksnya persoalan kehidupan masyarakat, 
maka Rasulullah membuat semacam penggarisan, sehingga dalam memberi 
penjelasan tidak menyulitkan masyarakat.26 Rasulullah saw. bersabda: 
َيهَئ٘شبَنكتشهاَارا.ششبَاًااوًإفَٔٗأسَيهَئ٘شبَنكتشهاَاراََّبٍَّزخفَنكٌٗد
27
 
Artinya: 
Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Bilamana aku memerintahkan 
sesuatu tentang agamamu, maka terimalah itu, dan bilamana aku menyuruh 
tentang sesuatu berdasarkan pendapatku, maka aku adalah manusia biasa. 
(HR. Muslim) 
Hal tersebut memberikan gambaran bahwa ijtihad yang dilakukan oleh 
Rasulullah juga bisa salah, dan Allah kemudian mengoreksi langsung dengan 
menurunkan wahyu. Sebagaimana dalam peristiwa tawanan perang badar, ketika 
Rasulullah berdiskusi dengan para sahabatnya terkait kelanjutan tawanan perang 
                                               
26Muhammad Shuhufi, Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam (Makassar: Alauddin 
University Press, 2012), h. 20. 
27Muhammad Shuhufi, Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam, h. 21. 
83 
 
 
 
badar tersebut. Menurut Abu Bakar Ash-Shiddiq, para tawanan perang badar 
dibebaskan dengan membayar tebusan. Sedangkan menurut Umar bin Khattab, 
para tawanan tersebut harus dibunuh dengan alasan karena mereka telah 
mendustakan dan mengusir Rasulullah saw. dari Mekah. Atas dasar kedua 
pendapat tersebut, Rasulullah saw. kemudian memilih pendapat Abu Bakar. 
Kemudian turunlah ayat al-Qur‟an yang tidak membenarkan pilihan beliau dab 
menunjukkan kepada yang benar, sebagaimana dalam QS al-Anfāl/8: 67, Allah 
swt. berfirman. 
 
ََ ََ  َ  َ ََ  ََ   ََ  َ َ
َ  ََ ََ َ ََََ
Terjemahnya: 
Tidak pantas, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat 
melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi 
sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha 
Perkasa, Maha Bijaksana. 
 Setelah Nabi wafat, kegiatan ijtihad menjadi hal yang fundamental bagi 
para sahabat sebagai petunjuk dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan 
dalam kehidupan masyarakat. Memang tidak dapat dinegasikan, bahwa pada masa 
sahabat dalam kepemimpinannya telah banyak melahirkan persoalan-persoalan 
baru yang menuntut ketetapan hukum. Dan penyelesaian tersebut, tidak 
sepenuhnya diselesaikan dengan mengacu pada al-Qur‟an dan hadis sebagai 
sumber hukum Islam yang utama. 
Sementara itu, perlu diterangkan secara ringkas bahwa sepeninggal 
Rasulullah saw. sikap sahabat dalam menggali hukum melalui metode ijtihad 
bersifat ikhtiyat yaitu penuh kehati-hatian dalam menerima dan mengakses 
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informasi, bersikap toleran terhadap pendapat sahabat lain yang berlawanan, serta 
bersifat realistis-pragmatis. Atas dasar itu, para sahabat senantiasa bersikap:28 
1. Hanya berijtihad terhadap masalah-masalah yang terjadi; 
2. Suka tukar-menukar informasi atau saling bertanya mengenai suatu 
masalah; 
3. Sering bermusyawarah untuk memecahkan suatu masalah secara berama 
(ijma‟); 
4. Tidak menganggap paling benar pendapatnya sendiri, tetapi sangat 
menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan untuk diikuti oleh 
orang lain, sekalipun ia menjadi khalifah; 
5. Segera menarik fatwanya setelah mengetahui ketetapan sunnah yang 
bertentangan dengan fatwanya. 
Di masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau melakukan 
kegiatan ijtihad dengan memerangi mani‟ az-zakah. Dimana ketika sepeninggal 
Rasulullah, sebagian masyarakat muslim enggan mengeluarkan zakat. Mereka 
berasumsi bahwa zakat semacam upeti dari Rasulullah saw, sehingga setelah 
beliau wafat, maka gugurlah kewajiban mengeluarkan zakat. Atas dasar 
pertimbangan kemaslahatan, Abu Bakar kemudian memerintahkan untuk 
memerangi mereka. 
Sementara itu, ijtihad juga dipraktekkan oleh khalifah Umar bin Khattab 
yang menyimpang dari ketentuan nash al-Quran, yaitu tidak membagikan harta 
rampasan perang kepada anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan, 
melainkan tetap digarap oleh pemilik tanah dengan kompensasi bahwa pemiliknya 
diwajibkan membayar pajak (kharaj). Pertimbangan tersebut ditujukan untuk 
kemaslahatan, yaitu apabila tanah tersebut dibagikan, dikhawatirkan akan 
                                               
28Muhaimin, dkk. Kawasan dan Wawasan Studi Islam, h. 183. 
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terhambat, karena penerimanya sibuk berperang. Maka dari itu, kemudian 
dibebankan kepada pemiliknya untuk menggarapnya, dengan harapan manfaat 
yang didapatkan lebih optimal. Ijtihad Umar lainnya adalah membebaskan sanksi 
hukum potong tangan bagi pencuri pada saat musim paceklik, dimana pencurian 
dilatarbelakangi karena alasan untuk mempertahankan hidup. Kebijakan yang 
diambil oleh Umar tersebut, berdasarkan inisiatif sendiri tanpa mengikuti aturan 
umum yang terkandung dalam QS al-Māidah/5: 37. Tindakan Umar bin Khattab 
yang mengesampingkan al-Qur‟an dan beralih ke ketentuan khusus ini disebut 
istihsan yaitu meninggalkan satu dalil menuju kepada dalil yang lebih kuat dalam 
rangka untuk memilih yang lebih baik demi mendapatkan kemaslahatan yang 
menjadi tujuan syariat.29 
Pada masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan, kegiatan ijtihad dapat 
dilihat dari persoalan penanganan onta-onta yang tersesat. Rasulullah saw. telah 
memberikan petunjuk dalam menangani onta yang tersesat yang terpisah dari 
pemiliknya. Di masa Nabi, onta-onta tersebut dibiarkan lepas demi mencari 
makan sendiri dan tidak boleh ditangkap. Pengaturan tersebut kemudian diubah 
oleh Usman bin Affan dalam pemerintahannya, mengingat sebagian besar 
masyarakat banyak yang kurang baik akhlaknya, yang berimbas pada tindakan 
mengambil milik orang lain yang tidak dibenarkan dalam agama.  
Khalifah Usman bin Affan menetapkan bahwa onta yang tersesat itu harus 
ditangkap, kemudian dijual. Hasil penjualannya tersebut kemudian diserahkan 
kepada pemilik onta yang sah nantinya. Keputusan yang dilakukan oleh Usman 
berdasarkan pertimbangan yaitu apabila onta tersebut tidak ditangkap dan 
dibiarkan lepas mencari makan sendiri, maka kemungkinan akan dicuri oleh orang 
                                               
29Usman Jafar, Fiqh Siyasah; Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam, h. 54. 
86 
 
 
 
lain dan hilanglah hak pemiliknya. Sedangkan kalau onta tersebut dijual, hak 
pemilik akan terpelihara. Tindakan yang dilakukan oleh Usman bin Affan 
merupakan bagian dari ilmu ushul fiqih yaitu maslahah mursalah.30 
Pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M), pemberlakuan ijtihad sama 
halnya dengan periode sebelumnya, meskipun situasi politik pada saat itu sedang 
bergejolak, maraknya pemalsuan hadis, serta munculnya fatwa yang berlawanan. 
Pada masa dinasti umayyah selain dinasti umayyah di Andalusia,31 prosesi ijtihad 
dilakukan secara personal (ijtihad fardy). Hal tersebut terjadi karena para fuqaha 
pada saat itu berpencar di berbagai negara, yang kemudian menyulitkan mereka 
untuk melakukan ijtihad secara kolektif. 
Puncaknya, muncul berbagai mujtahid pada masa Dinasti Abbasiyah. 
Mujtahid-mujtahid pada periode ini memiliki keistimewaan dari para mujtahid 
sebelumnya, hal itu dikarenakan: 
1. Hasil ijtihadnya diabadikan (tadwin) dalam satu kitab, dan dilestarikan oleh 
ashab-ashabnya; 
2. Mereka mempunyai kaidah hukum tersendiri dalam mengistinbatkan 
hukum; 
3. Masing-masing mujtahid memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap 
mujtahid yang lain, karena rata-rata mereka mempunyai tali hubungan 
sebagai guru dan murid; 
4. Pengikut mereka rakyat biasa yang didukung oleh pihak penguasa; 
                                               
30Aristoni, “Tindakan Hukum Diskresi dalam Konsep Welfare State Perspektif Hukum 
Administrasi Negara dan Hukum Islam”, Jurnal Penelitian 8, no. 2 (Agustus 2014): h. 243. 
31Abdul Wahid Haddade, Ijtihad Kolektif; Pertautan antara Keniscayaan Modernitas dan 
Kewajiban Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 29. 
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5. Sikap penguasa selalu menghargai hasil ijtihad mereka, bahkan diberi 
tempat tersendiri untuk eksistensi mazhab-mazhabnya.32 
Dengan keemasan yang terjadi di periode IV ini, maka diakhir periode 
timbul suatu fatwa bahwa kegiatan ijtihad akan ditutup. Preskripsi ini bukan tanpa 
alasan, tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang yang tidak bersyarat 
melakukan ijtihad, yang dapat mengakibatkan kebingungan di masyarakat. 
Namun demikian, ditutupnya kegiatan ijtihad memberikan dampak negatif bagi 
umat Islam, karena hukum-hukum Islam yang pada mulanya berjalan secara 
dinamis, justru menjadi statis dan kaku, yang pada akhirnya berimbas pada 
banyaknya kasus-kasus baru yang belum jelas hukumnya. 
Dewasa ini, permasalahan yang timbul di kehidupan masyarakat sudah 
sangat kompleks dan jawabannya tidak sepenuhnya terdapat dalam al-Qur‟an dan 
hadis. Bila tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid, maka 
akan menimbulkan kekosongan hukum. Oleh sebab itu, ijtihad dewasa ini 
merupakan hal yang bersifat dharury yaitu mendesak untuk dilakukan, karena 
begitu banyak kasus permasalahan yang sifatnya kompleks, baru, dan rumit yang 
tentunya memerlukan jawaban guna menjaga keutuhan penyelenggaraan 
kesejahteraan umum.33 
Mengingat ketatnya syarat dan kriteria untuk melakukan ijtihad, disamping 
adanya preskripsi bahwa kegiatan ijtihad telah ditutup, maka ijtihad tidak 
memungkinkan dilakukan oleh setiap orang. Mereka yang tidak mampu 
melakukan ijtihad, baik karena belum cakap ilmu atau tidak memenuhi kriteria 
seorang mujtahid, maka hendaknya mengikuti pendapat orang-orang yang ahli 
(ulama). Atas dasar itu, salah satu produk dari ijtihad adalah fatwa, yaitu berupa 
                                               
32Muhaimin, dkk. Kawasan dan Wawasan Studi Islam, h. 183. 
33Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, h. 256.  
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status hukum terhadap suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Fatwa 
dalam penyelenggaraan negara sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang 
tidak mempunyai kompetensi untuk menggali suatu hukum secara langsung. Di 
sinilah pentingnya fatwa, baik yang dilembagakan maupun berupa kitab-kitab 
fatwa. 
Di Indonesia, lembaga fatwa menjadi hal yang esensial dalam kehidupan 
keagamaan, khususnya mempertimbangkan kebutuhan umat Islam di Indonesia. 
Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat (gairu mulzimah), namun dalam 
prakteknya sering menjadi acuan dalam berperilaku, baik tindakan pemerintah 
maupun aktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga fatwa harus 
responsif atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang 
diterbitkan sejalan dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.34 
Bila kita menelaah kehadiran fatwa, khususnya di Indonesia dengan 
konsepsi diskresi, maka terdapat persamaan dari aspek tujuan penggunaannya. 
Sebagaimana kita ketahui, bahwa diskresi hadir dalam suatu negara yang 
berkedaulatan hukum untuk memberikan spirit kepada pejabat pemerintah atau 
badan administrasi negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum. Hal 
mana kesejahteraan umum tersebut, berkaitan dengan persoalan-persoalan yang 
timbul di masyarakat, yang membutuhkan jawaban atau penyelesaian sesegara 
mungkin. Oleh karena pemerintah diamanahkan sebagai penentu kebijakan atas 
kesejahteraan rakyat, maka kepercayaan rakyat atas pemerintah diberikan berupa 
kemerdekaan dan atau kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, selama tindakan 
tersebut menyangkut pelayanan publik. 
                                               
34Muhammad Shuhufi, Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Makassar: 
Alauddin University Press, 2011), h. 118. 
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Di samping itu, mengenai syarat-syarat serta batasan-batasan penggunaan 
diskresi pada umumnya, memiliki korelasi dengan metode yang ada pada ruang 
lingkup ijtihad. Jika ijtihad dilakukan oleh setiap orang atau kelompok tanpa 
mengindahkan syarat dan batasannya, maka pranata ijtihad akan menimbulkan 
kehancuran bagi seluruh lini kehidupan. Kegiatan ijtihad yang dilakukan tanpa 
memperhatikan syarat dan batasan, merupakan tindakan membuat hukum tanpa 
landasan yang jelas (tahakkum) yang tentunya dicela oleh agama.35 Sebagaimana 
ditegaskan dalam QS al-Nahl/16: 116. 
 
َ   َ َ َ  َ َ َ َ  َ َ ََ
 َ َََ  َ  ََ َ ََ   ََ 
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.36 
Ijtihad dalam pemberlakuannya haruslah berlaku pada ayat dan hadis yang 
masih bersifat zhan (dugaan) atau persoalan tersebut hukumnya belum ada dalam 
nash. Artinya, ijtihad tidak berlaku pada masalah yang hukumnya sudah pasti 
(qath‟i) dan tidak mengandung ta‟wil seperti ayat tentang ketauhidan, ibadah, dan 
hukuman yang bersifat had. Ijtihad berlaku pada ayat atau hadis yang masih 
berupa dugaan atau belum jelas.  
Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan 
terkait dengn ijtihad. Pertama, hasil ijtihad seseorang tidak dapat dibatalkan oleh 
ijtihad orang lain dalam perkara yang sama. Sebagaimana hasil ijtihad seseorang 
juga tidak boleh menyalahi hasil ijtihad orang lain. Dengan asumsi, bahwa ijtihad 
                                               
35Muhammad Shuhufi, Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia, h. 119. 
36Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 280. 
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yang kedua tidak kuat dari ijtihad yang pertama. Kedua, tidaklah ijtihad di antara 
ulama berhak untuk diikuti dari yang lainnya. Ketiga, membatalkan satu ijtihad 
dengan ijtihad yang lain dapat mengakibatkan tidak tegasnya suatu hukum dan ini 
merupakan kesulitan.37 
Konsep ketatanegaraan Islam dalam menerapkan peraturan kebijakan yang 
sedang dilaksanakan maupun kebijakan yang akan datang, diperlukan adanya 
metode yang digunakan. Metode dalam siyasah syariyyah pada dasarnya 
mengantarkan serta memberi petunjuk dalam kaitannya dengan penerapan 
konsepsi diskresi, hal mana diharapkan segala bentuk tindakan yang dilakukan 
oleh pejabat pemerintah atau badan administrasi negara dengan menggunakan 
format diskresi, dapat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. 
Metode dalam ketatanegaraan Islam tidak berbeda dengan metode yang 
digunakan dalam mempelajari fikih, yaitu metode-metode yang digali dari dalil-
dalil yang tafshili (terperinci) yaitu al-Qur‟an dan hadis, dan memiliki banyak 
alternatif yang digunakan untuk menghadapi masalah-masalh yang muncul dalam 
kehidupan bermasyarakat. Metode tersebut antara lain: 
1. Qiyas, dengan cara menyamakan hukum sesuatu dengan hukum yang lain 
yang sudah ada hukumnya, dikarenakan adanya persamaan sebab (illat). 
Penggunaan qiyas hanya dapat dilakukan apabila diyakini tidak ada satu pun 
nash yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Atas dasar itu, 
hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh mujtahid adalah mencari 
nash yang dijadikan dasar untuk menetapkan dan menerapkan hukum, bila 
tidak ada barulah metode qiyas dilakukan. 
2. Maslahah mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak diperbincangkan 
oleh syara‟ dan tidak pula ada seruan persuasif untuk mengerjakan atau 
                                               
37Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, h. 260. 
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meninggalkannya, namun apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan 
dan kemaslahatan di tengah umat.  
3. Istihsan, yaitu memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat 
dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Metode 
istihsan berbeda dengan metode qiyas. Dalam metode istihsan, yang dicari 
adalah dalil mana yang paling tepat untuk digunakan dalam menetapkan 
hukum. Sedangkan yang dicari dalam metode qiyas adalah persamaan illat 
dari dua peristiwa kejadian. 
4. Istishab, yaitu suatu sikap atau metode yang menyatakan tetap berlakunya 
hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau menyatakan belum adanya 
hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. 
Pendekatan dalam istishab yaitu memberlakukan ketetapan tentang 
bolehnya sesuatu jika tidak ditemui dalil yang mengubahnya dan tetap 
memberlakukan hukum syara‟ berdasarkan ketentuan suatu dalil. 
5. Urf, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan 
kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. 
Ada dua macam urf, yaitu urf shahih (dibenarkan di masyarakat) dan urf 
fasid (kebiasaan jelek yang menyimpang dari masyarakat). Kebiasaan yang 
tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara inilah yang dapat dijadikan dasar 
dalam menetapkan suatu hukum. 
6. Saddudz Dzari‟ah, tujuan penetapan hukum dengan menggunakan metode 
ini adalah untuk memudahkan terwujudnya kemaslahatan atau sebaliknya 
terjadinya kerusakan. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya hukum, yaitu 
untuk mencapai kemaslahatan. 
Dengan demikian, penerapan diskresi memiliki keterkaitan dengan konsepsi 
ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat fundamental bagi 
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terlaksananya penyelenggaraan tugas-tugas negara. Bahkan prinsip, pengaturan, 
maupun metode yang terkandung di dalam kegiatan ijtihad pada hakikatnya dapat 
menjadi acuan dan petunjuk bagi pemerintah atau badan administrasi negara 
dalam membuat, menetapkan, dan melaksanakan peraturan kebijaksanaan dalam 
kehidupan masyarakat. Terlebih dengan dikuatkan secara historikal, bagaimana 
ijtihad format diskresi telah dilakukan pada masa pemerintah Rasulullah saw., 
Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Turki Utsmani, 
sampai kepada generasi berikutnya (sekarang ini). 
Meskipun terdapat perbedaan pada beberapa aspek, namun konsep diskresi 
dan ijtihad dalam ketatanegaraan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa 
pada akhirnya penyelenggaraan tugas-tugas negara yang dilakukan oleh 
pemerintah atau badan administrasi negara bermuara pada satu kerangka tujuan 
negara, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan negara, serta mewujudkan 
kesejahteraan umum bagi warga negara melalui pengaturan kebijakan yang 
bersandar pada hukum dan pelayanan publik yang baik, transparan, dan non-
diskriminatif. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Konsep diskresi dalam ketatanegaraan Islam pada prinsipnya memiliki 
keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari kerangka tujuan 
konsep negara kesejahteraan (welfare state) dengan siyasah dusturiyah 
sebagai salah satu objek kajian fikih siyasah, yang mengupayakan 
penyelenggaraan negara dapat berjalan sesuai peruntukannya, yaitu menjaga 
ketertiban, memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin, serta 
menyejahterakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Untuk 
mewujudkan itu semua, pejabat pemerintah atau badan administrasi negara 
hendaknya berpedoman pada asas legalitas sebagai asas yang prinspil pada 
suatu negara yang berkedaulatan hukum. Selain itu, pejabat pemerintah 
yang hendak mengeluarkan peraturan kebijaksanaan, juga harus berpegang 
teguh pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai bagian yang 
terintegralkan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 
2. Kerangka dan produk, serta penerapan diskresi yang dimaksud dalam aspek 
ketatanegaraan Islam adalah ijtihad dan kaidah fikih ad-Dharūrah. Kegiatan 
ijtihad merupakan pengerahan segala daya nalar secara optimal yang 
dilakukan oleh para mujahid yakni orang yang telah memiliki kapasitas 
keilmuan yang mumpuni. Begitu pula dalam kaidah fikih mengenai ad-
Dharūrah yang dapat menjadi ukuran bagi pejabat pemerintah yang 
diberikan kekuasaan diskresi bahwa segala tindakan yang dilakukan diluar 
dari aturan yang berlaku dapat dikecualikan, hal mana persoalan yang 
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terjadi di masyarakat membutuhkan penyelesaian yang segera dan aturan 
tidak mampu menjawab dan menyelesaikannya. Dan hal ini dibolehkan 
dalam syariat Islam, begitu pun dengan aturan yang berlaku dalam hukum 
positif. 
3. Dengan berbagai kegiatan ijtihad yang dilakukan pada masa Rasulullah saw, 
para sahabat, sampai generasi berikutnya memberikan pemahaman bahwa 
ijtihad yang dilakukan adalah sebagai bentuk penetapan hukum yang digali 
atas inisiatif sendiri dan atas pertimbangan serta kebijaksanaan yang tidak 
terpaku pada ketentuan nash, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi 
yang melatarbelakanginya, hal mana penyelesaian tersebut memberikan rasa 
keadilan dan kemaslahatan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa 
metode dan corak dari konsepsi ijtihad merupakan bentuk dari konsep dan 
penerapan diskresi pada umumnya. 
 
B. Implikasi 
Setelah memperhatikan konsepsi diskresi dalam ketatanegaraan Islam, 
termasuk kerangka dan produk, serta implementasinya dalam ketatanegaraan 
Islam, maka ada beberapa implikasi dari penelitian ini, yang oleh penulis perlu 
untuk disampaikan, diantaranya: 
1. Dalam membuat dan menetapkan peraturan kebijakan, pejabat pemerintah 
harus senantiasa berpegang teguh pada asas legalitas, sebagai prinsip yang 
fundamental dalam kehidupan masyarakat. Apabila diserahi kewenangan 
secara bebas, dalam hal ini penggunaan diskresi, maka seyogiyanya pejabat 
pemerintah tetap menjadikan asas legalitas sebagai petunjuk dalam 
menggunakan kekuasaan diskresi, agar peruntukannya sesuai dengan 
maksud diterapkannya, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum. 
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2. Perlunya pemahaman secara mendalam mengenai hakikat diberikannya 
diskresi kepada pejabat pemerintah. Sebab, penggunaan yang benar dan 
tepat, akan membuat penerapan diskresi dapat berjalan sesuai fungsinya. 
Namun, apabila pejabat pemerintah tidak memahami makna yang 
terkandung dalam konsepsi diskresi, yang ada hanyalah kerugian bagi 
pemerintah itu sendiri, terlebih masyarakat yang membutuhkan pelayanan 
publik secara maksimal. Bahkan tidak tanggung-tanggung, diskresi dapat 
menjadi negatif yang kemudian mengakibatkan maraknya tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, serta timbulnya 
penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). 
3. Sebagai rakyat yang kebutuhannya diupayakan semaksimal mungkin oleh 
pemerintah, hendaknya memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam 
menyelenggarakan tugas-tugas negara, sekalipun pada pelaksanaannya tidak 
berdasarkan pada asas legalitas, namun berdasarkan atas inisiatif sendiri. 
Apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka rakyat boleh membawa 
persoalan tersebut ke lembaga peradilan administrasi negara yang 
berwenang untuk mengadili pejabat pemerintah yang telah menggunakan 
kewenangannya secara sewenang-wenang atau telah melakukan 
maladministrasi yang berakibat terganggunya pelayanan publik. 
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